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TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN

Menimbang

BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal
86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal
122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan diatur tentang penyelenggaraan
angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak
dalam trayek;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap
aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan,
keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung
perkembangan kebutuhan masyarakat dalam
penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum tidak dalam trayek, perlu mengganti
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan

Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2720);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1012);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau
orang dengan dipungut bayaran.

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani
dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum
dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu
atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal
dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu
tetap.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum
yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum
yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan
selain pengemudi dan awak kendaraan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal
pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan
Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman,

terjangkau, setara, dan teratur.
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Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum
untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil
penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis
kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor
Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal
8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau
yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan)
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu)
kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu)
milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus)
milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh)
kali lebar Kendaraan.

Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor
Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima
ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu)
kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu)
milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus)
milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh)
kali lebar Kendaraan.

Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan
orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu)
kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu)
kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu)
milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter,
lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)
milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat
ribu) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma

tujuh) kali lebar Kendaraan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor
Angkutan orang yang beratnya paling sedikit 21.000
(dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000
(dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan
paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai
dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter,
lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima
ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari
4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah
kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama
bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang
tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan,
dan interaksi kegiatan antar kawasan yang
menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, yang
selanjutnya disebut Angkutan Taksi, adalah Angkutan
dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang
diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer
yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan
wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah
Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan
menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus
umum untuk keperluan selain pelayanan taksi,
pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan
antar  jemput, angkutan karyawan, angkutan
permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa
khusus.

Angkutan  Pariwisata adalah Angkutan dengan
menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus
umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk
keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan
dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang

dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
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Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor
yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang
mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang
bagasi.

Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan
Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas
ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang
dan/atau bagasi.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di
bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perhubungan Darat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a.

jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum tidak dalam trayek;

pengusahaan angkutan;

penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi
berbasis teknologi informasi;

pengawasan angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum tidak dalam trayek;

peran serta masyarakat; dan

sanksi administratif.
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BAB II

JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN

BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

a.
b.

C.

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif;
Pelayanan Angkutan Taksi reguler sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang
menggunakan kendaraan dengan batasan paling
sedikit 1.000 (seribu) centimeter cubic sampai dengan
1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi
dengan fasilitas standar pada kendaraan.
Pelayanan Angkutan Taksi eksekutif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang
menggunakan kendaraan diatas 1.500 (seribu lima

ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas
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standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.

Pasal 5

Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan sebagai

berikut:

a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam
kawasan perkotaan,;

b. tidak berjadwal,

c. pelayanan dari pintu ke pintu;

d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

e. tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera
pada aplikasi berbasis teknologi informasi;

f.  besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan
batas bawah yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan;

h. pembayaran pada pelayanan Angkutan Taksi yang
dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi
dengan alat bukti pembayaran yang tercetak; dan

i. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi
berbasis teknologi informasi.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. kendaraan yang dipergunakan meliputi:

1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3
(tiga) ruang; dan/atau

2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki
2 (dua) ruang.

b. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap
bagian luar kendaraan dan harus menyala
dalam keadaan kosong dan padam apabila

argometer dihidupkan;
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c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warna dasar kuning tulisan hitam;

d. argometer yang disegel oleh instansi yang
berwenang dan dapat berfungsi dengan baik
serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta
logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah, dengan susunan sebelah atas adalah
logo perusahaan dan sebelah bawah adalah
nama perusahaan dan/atau merek dagang;

f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di
samping kanan tanda taksi;

g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin
kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang,
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan
angkutan taksi;

h. alat komunikasi sebagai penghubung antara
pengemudi dengan pusat pengendali operasi
dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual,
atau data;

i. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu,
dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi

bagian dalam pintu belakang;

j. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa

surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;

k. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan
angkutan yang ditempatkan pada bagian depan,
belakang, kanan atau kiri kendaraan, dan bagian
dalam kendaraan; dan

1. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan
di bagian dalam dan/atau di bagian luar
kendaraan.

Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan

Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, dapat dipasang media reklame dengan

persyaratan sebagai berikut:

a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak
mengganggu pandangan bebas pengemudi serta
identitas kendaraan;

b. dipasang membujur di atas atap kendaraan
memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus)
milimeter dan ke belakang paling panjang 1.000
(seribu) milimeter dan bagian belakang dengan
ketebalan 200 (dua ratus) milimeter.

Dalam hal pelayanan Angkutan Taksi dari dan ke

simpul transportasi lainnya, dapat diberikan

persyaratan tambahan setelah mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan,

Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan

kewenangannya.

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan

Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi

Pasal 7
Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke
pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan
Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara,
pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
Wilayah  operasi Angkutan Taksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi;

c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
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d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
Wilayah  operasi Angkutan Taksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:

a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang
melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi (Jabodetabek);

b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang
melampaui lebih dari 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;

c. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi
yang seluruhnya  berada dalam  wilayah

kabupaten/kota.

Pasal 8

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan

Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana

kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi.

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

paling lama 5 (lima) tahun.

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan

oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:

a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam
kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1
(satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk
melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan

c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah
kabupaten/kota dalam kawasan  perkotaan
melebihi 1 (satu) daerah provinsi di wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan

oleh Kepala Badan atau  Gubernur  sesuai
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kewenangannya, paling sedikit memuat:

a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam
wilayah kawasan perkotaan yang melampaui
wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk
melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan

c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah
kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan

oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi
dari Gubernur, paling sedikit memuat:

a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam
wilayah kabupaten/kota; dan

b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk

melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan

Taksi.

Pasal 9

Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan

Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit meliputi

kegiatan:

a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;

b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap
bangkitan perjalanan;

c. penentuan model perhitungan bangkitan
perjalanan;

d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi
sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
dan

e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi
jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan
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kepada masyarakat.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan

sebagai dasar dalam pembinaan.

Pasal 10
Rencana  Kebutuhan  kendaraan  Angkutan  Taksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9

dilakukan evaluasi paling lama S (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 11
Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan
Angkutan yang melayani:
angkutan antar jemput;

a
b. angkutan permukiman;

o

angkutan karyawan;

o

angkutan carter; dan

e. angkutan sewa.

Paragraf 2
Angkutan Antar Jemput

Pasal 12
(1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a, merupakan angkutan orang antarkota
dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan
tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
(2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh
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perusahaan angkutan;

b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling
jauh 500 (lima ratus) kilometer;

c. tidak singgah di terminal;

d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;

e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari
tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada
lintasan yang sama,;

f.  tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan

g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan
Angkutan Antar Jemput meliputi:

1. mobil penumpang umum, paling kecil 2.000
(dua ribu) centimeter cubic; dan/atau
2.  mobil bus kecil.

b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warna dasar kuning tulisan hitam,;

c. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang
dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan
pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;

d. identitas pengemudi yang ditempatkan pada
dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing
perusahaan angkutan umum;

e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan

f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan
masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam
dan luar kendaraan.

Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan

Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), tercantum dalam contoh 2 Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
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Menteri ini.

Pasal 13
Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, wajib memiliki tempat
pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan
tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. mencantumkan papan nama perusahaan;

b. tersedia tempat parkir kendaraan;

c. tersedia ruang tunggu penumpang;

d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
f.  tersedia fasilitas toilet.

Paragraf 3

Angkutan Permukiman

Pasal 14

(1) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b, merupakan pelayanan angkutan tidak
dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman
ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.

(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan,
dan/atau kawasan industri.

(3) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan
permukiman ke pusat kegiatan;

b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan
oleh perusahaan angkutan;

c. tidak singgah di terminal;

d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;

e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
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wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang

ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan
Angkutan Permukiman meliputi:

1. Mobil Bus Besar; dan/atau

2. Mobil Bus Sedang.

kendaraan untuk pelayanan Angkutan
Permukiman menggunakan warna dasar merah
marun;

kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan
bermotor dengan warna dasar kuning tulisan
hitam;

dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan
huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang
menyatakan nama kawasan “PERMUKIMAN” yang
ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri
dan kanan;

logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada
pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada
dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

dokumen kendaraan yang sudah memenubhi
persyaratan teknis dan laik jalan;

dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda
nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu
uji, dan kartu pengawasan; dan

mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan
masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam

dan bagian luar kendaraan.

Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,

tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id



2017, No.516

(1)

(2)

(3)

(4)

-18-

Paragraf 4

Angkutan Karyawan

Pasal 15

Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang

disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari

dan ke lokasi kerja.

Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat menggunakan:

a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan

bekerja; atau

b. kendaraan umum yang disewa dari perusahaan

angkutan umum.

Angkutan Karyawan yang menggunakan kendaraan
milik perusahaan tempat karyawan bekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak
diperlukan izin penyelenggaraan angkutan, namun
berkewajiban melaporkan kepada Gubernur sesuai
dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali.

Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan
antara  pengguna jasa angkutan = dengan
perusahaan angkutan umum sesuai dengan
perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu
tertentu;

b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut
karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu
sesuai dengan perjanjian;

c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang
diangkut sesuai dengan perjanjian dengan
perusahaan angkutan;

d. tidak singgah di terminal;
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e. tidak boleh mengangkut penumpang selain
karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa
kendaraan angkutan karyawan; dan

f.  wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan kendaraan Mobil Bus umum; dan

b. kendaraan untuk pelayanan Angkutan Karyawan
menggunakan warna dasar putih;

c. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan
bermotor dengan warna dasar kuning tulisan
hitam;

d. dilengkapi logo dan nama perusahaan angkutan
yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian
sebelah kiri dan kanan;

e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang
ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang
dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan
angkutan;

f.  dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji dan kartu pengawasan;

g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan
masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam
dan bagian luar kendaraan; dan

h. mencantumkan nama perusahaan yang
mempekerjakan karyawan yang diangkut pada
kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.

Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Karyawan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,

tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Paragraf 5

Angkutan Carter

Pasal 16

Angkutan Carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf d, merupakan pelayanan angkutan yang

digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara

borongan berdasarkan jangka waktu.

Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah
administratif;

b. tidak terjadwal,

c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan
kendaraan sesuai dengan perjanjian antara
pengguna jasa dan perusahaan angkutan;

d. carter dilakukan berdasarkan jangka waktu
tertentu;

e. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

f.  tidak singgah di terminal; dan

g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan Mobil Bus umum;
kendaraan untuk pelayanan Angkutan Carter
menggunakan warna dasar nila;

c. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna
dasar kuning tulisan hitam;

d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;

e. mencantumkan nomor telepon layanan
pengaduan masyarakat yang diletakkan pada

bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
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f.  dilengkapi tanda yang bertuliskan "CARTER" yang
dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan
kaca belakang mobil bus umum.

Bentuk dan ukuran tulisan Angkutan Carter

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum

dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Angkutan Sewa

Pasal 17
Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf e, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke
pintu dengan menggunakan mobil penumpang.
Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
terdiri atas:
a. Angkutan Sewa Umum; dan

b. Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 18

Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan
angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan
cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi
melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu
tertentu.
Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah

administratif;
b. tidak terjadwal,
c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara

pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
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d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan
atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang
secara langsung di jalan;

e. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa
kendaraan;

f.  sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu minimal
6 (enam) jam; dan

g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum
minimal 1.300 (seribu tiga ratus) centimeter cubic;

b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warna dasar hitam tulisan putih;

c. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker
yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan
belakang;

d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan

e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam
kendaraan.

Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19
Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan
angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi,
wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, dan
pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi

informasi.
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Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

a. wilayah operasi berada di dalam kawasan
perkotaan;

b. tidak terjadwal,;

c. dari pintu ke pintu;

d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis
teknologi informasi;

f.  penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas
atas dan batas bawah atas dasar usulan dari
Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah
dilakukan analisa;

g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan
atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang
secara langsung di jalan;

h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi
berbasis teknologi informasi; dan

i.  wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum
minimal 1.000 (seribu) centimeter cubic;

b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:

1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga)
ruang; dan/atau

2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki
2 (dua) ruang.

c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warna dasar hitam tulisan putih dan
berkode khusus sesuai dengan penetapan dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker

yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan
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belakang;

e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;

f. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam
kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna
jasa; dan

g. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard
kendaraan atau tertera pada aplikasi yang
dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan
angkutan sewa khusus.

Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, merupakan pelayanan dari
pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan
Perkotaan.
Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan

Sewa Khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu)

daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
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Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau
b. Gubernur, untuk wilayah operasi angkutan sewa
khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Paragraf 8

Perencanaan Kebutuhan Angkutan Orang Dengan Tujuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tertentu

Pasal 21

Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang

Dengan Tujuan Tertentu; dan
b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan
rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang
Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.
Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang
dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Angkutan
Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat.
Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu)
tahun.
Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan
Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), paling sedikit meliputi kegiatan:

a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
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penentuan variabel yang berpengaruh terhadap
bangkitan perjalanan; dan
penentuan model perhitungan bangkitan

perjalanan.

Pasal 22

Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21, untuk Angkutan Sewa Khusus yang

ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Badan sesuai

dengan kewenangannya, paling sedikit memuat:

a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus; dan

b. kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk

melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Sewa

Khusus.

Bagian Keempat

Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata

Pasal 23

(1) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,

merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk

keperluan kegiatan wisata.

(2) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi

pelayanan sebagai berikut:

a.
b.

mengangkut wisatawan;

pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan
wisata yang disertai dengan pemandu wisata;

tidak masuk terminal;

besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke
tujuan wisata;

tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;

tidak terjadwal; dan
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g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan

Angkutan Orang Untuk  Keperluan  Pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus
umum, Mobil Bus Tingkat, atau Mobil Penumpang
umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan
wisata,;

b. kendaraan yang digunakan untuk pelayanan
Angkutan Pariwisata menggunakan warna dasar
ungu;

c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warna dasar kuning tulisan hitam,;

d. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama
merek dagang serta nomor urut kendaraan yang
dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang
kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji
kendaraan yang dicantumkan pada bagian
belakang kendaraan;

e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan

f. dilengkapi tanda yang bertuliskan
"PARIWISATA" yang ditempatkan pada kaca
depan dan kaca belakang mobil bus.

Bentuk dan ukuran tulisan Angkutan Pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam

contoh 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Kelima

Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 24
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pelayanan
Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan
tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan
lingkungan.
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah
operasi terbatas pada kawasan permukiman atau
kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan,
kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan
wisata.
Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi
pelayanan sebagai berikut:
a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan
permukiman atau kawasan tertentu;
b. tidak terjadwal; dan
c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal
yang ditetapkan.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan
Angkutan di Kawasan Tertentu meliputi:
1. mobil penumpang umum beroda empat;
dan/atau
2. mobil penumpang umum beroda tiga,
dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih

dari 4 (empat) orang;
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b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warna dasar kuning tulisan hitam,;

c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa
surat tanda nomor kendaraan atas nama badan
hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan

d. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan
nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan
secara permanen pada badan kendaraan sebelah
kiri dan kanan.

Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas nama kawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,

tercantum dalam contoh 9 Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Perizinan Angkutan Orang

Pasal 25
Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam
Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan
Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan
angkutan orang tidak dalam trayek.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan

Pajak atau dapat dikenakan Retribusi Daerah.

Pasal 26
Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1), harus berbentuk Badan Hukum
Indonesia sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.
Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berbentuk:

a. Badan usaha milik negara;
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b. Badan usaha milik daerah;
c. Perseroan terbatas; atau

d. Koperasi.

Pasal 27

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25

ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang
dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti
lulus uji berkala kendaraan bermotor;
memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan
yang mampu menampung sesuai dengan jumlah
kendaraan yang dimiliki;

menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel)
yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau

perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 28

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),

berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik

yang terdiri atas:

a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;

b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin
yang diberikan; dan

c. kartu pengawasan.

Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan

surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi

kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan

Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, merupakan bagian dokumen perizinan yang
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melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan
wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan

kartu pengawasan.

Pasal 29
Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
nomor surat keputusan;
jenis pelayanan;

nama perusahaan;

nama pimpinan perusahaan,;

1

2

3

4. nomor induk perusahaan;
5

6. alamat perusahaan; dan
7

masa berlaku izin.

b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit

memuat:

1 nomor surat keputusan;

2. jenis pelayanan;

3. nama perusahaan;

4. jumlah kendaraan yang diizinkan;

5 masa berlaku izin;

6. wilayah operasi, untuk angkutan orang
dengan menggunakan taksi dan sewa khusus;
dan

7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar

jemput.

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan

paling sedikit memuat:

nomor surat keputusan;

nama dan domisili perusahaan;
nomor Kartu Pengawasan;

tanda nomor kendaraan bermotor;
merek Kendaraan;

tahun pembuatan;

No gk L=

daya angkut orang;
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8. asal dan tujuan, untuk angkutan antar
jemput;

9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan

10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, ditandatangani
pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/stempel
perusahaan.
Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
a. nomor surat keputusan;
b. nomor induk kendaraan;
c. nama perusahaan;
d. masa berlaku kartu pengawasan;
e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan

menggunakan taksi dan sewa khusus;

f. asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput);
g. tanda nomor kendaraan bermotor;

h. nomor rangka kendaraan bermotor;

i.  nomor uji kendaraan bermotor;

j. daya angkut orang; dan

k. daya angkut bagasi.

Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan, surat
pernyataan kesanggupan, dan kartu pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di

kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a.
b.

wajib membuka kantor cabang;
menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai

domisili cabang tersebut;
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c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada
Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai
dengan domisili cabang atau perusahaan yang
bersangkutan; dan

d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang

mewakili perusahaan.

Pasal 31

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diwajibkan:

a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin
penyelenggaraan yang diberikan;

b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;

c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;

d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;

e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya;

f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan
tanggungjawab pengangkut;

g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas,
manusia usia lanjut, anak — anak, wanita hamil, dan
orang sakit;

h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan
kepengurusan badan hukum atau domisili badan

hukum.

Pasal 32

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan
oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan Angkutan
orang yang melayani:
1. Angkutan pariwisata; dan

2. Angkutan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi
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Angkutan Antar Jemput yang wilayah operasinya
melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi,
Angkutan Sewa Umum, Angkutan Carter, kecuali
Angkutan Kawasan Tertentu, Angkutan Karyawan
dan Angkutan Sewa Khusus.
Kepala Badan, untuk Angkutan Taksi, Angkutan
Permukiman, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan
Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih
dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
Gubernur, untuk Angkutan Taksi, Angkutan Antar
Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus yang wilayah
operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
Bupati/walikota, untuk Angkutan Taksi dan Angkutan
Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada

dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 33

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,
ditandatangani oleh Direktur yang membidangi Angkutan

dan Multimoda atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 34
Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak
dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
dapat berupa:
a. izin bagi pemohon baru;
b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
1. pembaruan masa berlaku izin
penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam
Trayek; dan/atau
2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:

1. penambahan kendaraan;
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2. penggantian dokumen perizinan yang hilang
atau rusak;

3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
penggantian kendaraan atau peremajaan
kendaraan.

d. pembukaan cabang perusahaan.

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang
Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menggunakan format surat, tercantum Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 35
Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, diajukan
kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur,
Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya dengan
memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan
terakhir;
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

f. surat keterangan domisili perusahaan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi
seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek,
bermeterai dan ditandatangani pimpinan
perusahaan;

h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki
dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan

kendaraan bermotor, bermeterai dan
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ditandatangani pimpinan perusahaan;
i.  Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau
anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan

Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;

] memiliki dan/atau menguasai tempat

penyimpanan kendaraan yang memenuhi
persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai
jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah
setempat yang menyatakan luasnya mampu
menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah
kendaraan yang dimiliki; dan
k. rencana Dbisnis (business plan) Perusahaan
Angkutan yang dituangkan dalam bentuk
dokumen.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur
Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat
Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek.
Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya memberikan surat penolakan disertai
alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen
permohonan diterima secara lengkap.
Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan
rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum
dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan
bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI

Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.
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Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan
bermotor umum atau kode khusus tanda nomor
kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.
Setelah mendapatkan rekomendasi Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor umum atau kode khusus Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
kepada instansi yang membidangi penerbitan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor; dan
b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada
Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan
kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi
kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya.
Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan
melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK); dan
2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
kendaraan bermotor.
b. kendaraan bermotor bukan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK); dan
2) salinan kartu lulus uji berkala.
Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan
permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan

beserta kartu pengawasan dengan melampirkan
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dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK); dan
3) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK); dan
3) salinan kartu lulus uji berkala.
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati,
atau  Walikota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta
kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai dengan
kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 36

Permohonan pembaruan masa berlaku izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b
angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala
Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan
kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan
angkutan tidak dalam trayek yang izinnya diperbarui.
Permohonan pembaruan masa berlaku izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir
masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan
administrasi.

Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah
berakhirnya masa berlaku izin, permohonan

diberlakukan sebagai pemohon baru.
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Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), antara lain:

a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;

b. salinan surat keputusan penyelenggaraan
angkutan orang tidak dalam trayek yang telah
dimiliki;

c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor
yang masih berlaku atas nama perusahaan;

d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang
masih berlaku; dan

e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya, memberikan Surat Keputusan

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam

Trayek yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima

secara lengkap.

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya memberikan Surat Penolakan

disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal dokumen permohonan diterima.

Pasal 37

Permohonan  pembaruan masa  berlaku  kartu
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Direktur
Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi.

Permohonan  pembaruan masa  berlaku  Kartu
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
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Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum berakhir masa berlaku.

Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin,

pemohon dikenai sanksi administratif.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),meliputi:

a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu
pengawasan,;

b. salinan surat keputusan penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;

c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor
yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan

d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang
masih berlaku.

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya, memberikan kartu pengawasan

yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau

Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan

Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara

lengkap.

Pasal 38
Permohonan  perubahan  dokumen izin untuk
penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada
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Direktur  Jenderal, Kepala  Badan, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya,
dilengkapi dengan:

a. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
yang dilayani;

b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan

c. salinan Surat  Keputusan  penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki.

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya memberikan Surat Persetujuan

Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.

Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan.

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat

Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari

kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar

bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda
nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode
khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum yang
dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta,

Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.

Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan

bermotor umum atau kode khusus tanda nomor

kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari

kerja.
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Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor
kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda
nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda
nomor kendaraan bermotor; dan
b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada
Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan
kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), pemohon mengajukan Surat Rekomendasi
kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan
melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK); dan
2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK); dan
2) salinan kartu lulus uji berkala.
Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan
permohonan  perubahan  dokumen izin untuk
penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:
a. kendaraan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

dan
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3) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan

3) salinan kartu lulus uji berkala.

(11) Direktur  Jenderal, Kepala  Badan, Gubernur,

(1)

(2)

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan
dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen

secara lengkap.

Pasal 39
Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen
perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 2,
diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan
dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau dokumen perizinan yang rusak.
Permohonan penggantian dokumen perizinan yang
hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan
kewenangannya dilengkapi dengan:
a. surat permohonan pengantian dokumen yang
hilang atau rusak;
b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan
angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang
dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang
hilang di media massa; dan

d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
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Dalam hal permohonan disetujui, maka Direktur
Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai kewenangannya memberikan dokumen
penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 40
Permohonan perubahan identitas perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c
angka 3, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala
Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai
kewenangannya, dilengkapi dengan laporan perubahan
Pengurus Perusahaan.
Perubahan identitas perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. perubahan nama perusahaan;
b. perubahan alamat perusahaan; atau

c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 41

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, diberlakukan

sebagai pemohon izin baru.

(1)

Pasal 42

Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:

a. akte perubahan badan hukum yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan

angkutan tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
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c. surat keterangan domisili perusahaan
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan

d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
seluruh  kewajiban sebagai pemegang izin
penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam
Trayek.

Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal,

Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai

kewenangannya memberikan dokumen penggantian

perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya dokumen secara lengkap berupa:

a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan
orang tidak dalam trayek;

b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan
angkutan orang tidak dalam trayek;

c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam
trayek;

d. kartu pengawasan kendaraan; dan

e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin
yang diberikan.

Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak

dalam trayek diberikan kepada pemohon, maka wajib

terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan

angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.

Pasal 43
Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf ¢ angka 4, diajukan kepada Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan
administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan
dalam surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan

orang tidak dalam trayek.
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Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. kendaraan bermotor baru;

b. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam
tulisan putih; atau

c. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar
kuning tulisan hitam.

Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan

untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan

bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

b, dilaksanakan dengan tahapan:

a. mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan
bermotor umum atau kode khusus tanda nomor
kendaraan bermotor umum kepada Dinas yang
membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dengan melampirkan:

1) surat permohonan;

2) salinan surat keputusan izin penyelenggaraan
angkutan orang tidak dalam trayek; dan

3) kartu pengawasan asli kendaraan yang
diganti.

b. setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor umum, pemohon mengajukan
permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:

1) kendaraan baru, meliputi:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) Bermotor Umum; dan
b) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)

kendaraan bermotor.
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2) kendaraan bukan baru, meliputi:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) Bermotor Umum; dan
b) salinan kartu lulus uji berkala.

Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan

untuk kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning

tulisan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢, dilaksanakan dengan cara pemohon

mengajukan permohonan penerbitan Kartu

Pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai

berikut:

a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Bermotor Umum;

b) salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan
pengganti; dan

c) kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur,

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan

dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap
dari pemohon berupa:

a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam
trayek; dan

b. kartu pengawasan kendaraan.

Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak

dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan kepada pemohon, wajib terlebih dahulu

menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang

diganti.

Pasal 44
Permohonan pembukaan cabang perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d,

diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
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Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya  dilengkapi dengan = persyaratan

administratif.

Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang

perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya dengan melengkapi:

a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan
terakhir;

b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

f. surat keterangan domisili perusahaan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
seluruh  kewajiban sebagai pemegang izin
penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek,
bermeterai dan ditandatangani pimpinan
perusahaan;

h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau
bekerjasama dengan pihak lain yang mampu
menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
bermotor, bermeterai dan ditandatangani
pimpinan perusahaan;

i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau
anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan

Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;

j. memiliki dan/atau menguasai tempat

penyimpanan kendaraan yang memenuhi
persyaratan teknis dan mampu menampung
sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya

mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah
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kendaraan yang dimiliki;

k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan
hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan
kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan
Orang dengan Tujuan Tertentu; dan

l. rencana Dbisnis (business plan) Perusahaan
Angkutan yang dituangkan dalam bentuk
dokumen.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya memberikan surat persetujuan

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang

tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), tidak memenuhi persyaratan, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya memberikan surat penolakan

disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang

tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan

rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum

dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan
bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI

Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.

Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan

bermotor umum atau kode khusus tanda nomor

kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor

kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda

nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana
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dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda
nomor kendaraan bermotor; dan
b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas
yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas
dan angkutan jalan kabupaten/kota.
Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon
mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan
melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan
2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
kendaraan bermotor;
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan
2) salinan kartu lulus uji berkala.
Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan
permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan
beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
kendaraan bermotor; dan
3) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1) surat rekomendasi;

2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
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dan
3) salinan kartu lulus uji berkala.

(12) Direktur  Jenderal, Kepala  Badan, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta
kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai
kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya dokumen secara lengkap.

Bagian Kedua

Lelang atau Seleksi

Pasal 45

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam
Trayek  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 32,
dilaksanakan melalui:

a. pelelangan; atau

b. seleksi.

Pasal 46

(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak
dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan untuk
pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan
Angkutan Taksi.

(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Taksi melalui
pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan
kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin
penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan

persyaratan lelang.

Pasal 47
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak

Dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan terhadap

perpanjangan:

a. izin penyelenggaraan Angkutan Taksi bagi
perusahaan yang telah memiliki izin;

b. izin penyelenggaraan Angkutan Pariwisata bagi
perusahaan yang telah memiliki izin;

c. izin penyelenggaraan Angkutan Dengan Tujuan
Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
dan

d. izin penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan
Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.

Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak

dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1).

Pasal 48

Pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diumumkan melalui

website, papan pengumuman, dan/atau media massa
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran
pelelangan.

Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada

rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.

Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan oleh:

a. Direktur Jenderal, untuk pelelangan pembukaan
layanan baru angkutan taksi yang wilayah
operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang
melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi (Jabodetabek);
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c. Gubernur, untuk pelelangan pembukaan layanan
baru angkutan taksi yang wilayah operasinya
melampaui  lebih  dari 1 (satu) daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

d. Bupati/Walikota, untuk pelelangan pembukaan
layanan baru Angkutan Taksi yang wilayah
operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), paling sedikit memuat:

a. lokasi kota yang akan dilayani;

b. jumlah kebutuhan kendaraan;

c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan

d. standar pelayanan minimal.

Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan

persyaratan administrasi dan pemenuhan standar

pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang
yang mempunyai nilai tertinggi.

Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan

melalui website, papan pengumuman dan/atau media
massa.

Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), pemenang lelang mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya  dengan  dilengkapi  persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1).

Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (0)

diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak

dalam trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau

kartu elektronik.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelelangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diatur lebih
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lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 50

Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan

pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek,

Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan

aplikasi berbasis teknologi informasi.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan
penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.

Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib

berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling
sedikit:

a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau
penyerahan jasa, dan penagihan;

b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana
penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa
pada bank yang ada di Indonesia;

c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data
centre) yang berdomisili di Indonesia;

d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan
asistensi lainnya; dan

e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan
konsumen.

Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran
pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Perusahaan
Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara
tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 51
Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi
informasi yang memfasilitasi dalam  pemberian
pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan
Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin
penyelenggaraan angkutan.
Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi
informasi yang memfasilitasi dalam = pemberian
pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara
angkutan umum.
Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan:
a. menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di
bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan,;
b. merekrut pengemudi;
c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang
perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan
d. memberikan layanan akses aplikasi kepada
Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki
izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam

trayek.

Pasal 52
Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan
aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib mengikuti

ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan

Pasal 27.

Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan

aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wajib menghentikan pengoperasian kendaraan

bermotor dan penggunaan aplikasi.

Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi

informasi, melalui badan hukum penyelenggara

angkutan, wajib memberikan akses Digital Dashboard
kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur,

Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Akses Digital dashboard sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), paling sedikit memuat:

a. nama perusahaan, penanggungjawab dan alamat
perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi
informasi;

b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang
bekerjasama;
data seluruh kendaraan dan pengemudi

d. akses monitoring operasional pelayanan berupa
pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan

e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan
surat elektronik (email) penyedia aplikasi berbasis

teknologi informasi.

BAB V

PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN

(1)

(2)

BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 53
Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh
Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan
peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

www.peraturan.go.id



(1)

(2)

(1)

(2)

= 2017, No.516

a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau

b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 54

Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan di:
a. tempat wisata;
b. ruas jalan;
c. tempat keberangkatan;
d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi

lainnya.
Dalam hal Perusahaaan Angkutan Umum tidak
memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal, maka
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati,
atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat
melakukan evaluasi dan meninjau wulang izin
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek

yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 55

Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan terhadap
pemenuhan:
a. persyaratan perizinan Angkutan umum; dan
b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan

Bermotor.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan
Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. dokumen perizinan;
b. dokumen Angkutan orang;
c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi

tanggung jawab perusahaan;
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d. jenis pelayanan;

e. tarif untuk Angkutan Taksi;

f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan

g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis
dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;

b. fisik Kendaraan Bermotor; dan

c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam

penyelenggaraan angkutan jalan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. memberikan masukan kepada instansi pembina
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
penyempurnaan peraturan perundang-undangan,
pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan
jalan;

b. memantau  pelaksanaan  standar pelayanan
Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan
Angkutan Umum;

c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang
melakukan penyimpangan terhadap standar
pelayanan Angkutan umum kepada Direktur
Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/
Walikota sesuai kewenangannya;

d. memberikan masukan kepada instansi pembina
lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan

pelayanan Angkutan umum; dan/atau
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e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan,
dan ikut menjaga keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disampaikan kepada instansi Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi instansi.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan

pendapat yang disampaikan oleh masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan

bermotor umum wajib memenuhi:

a. persyaratan administrasi; dan

b. persyaratan pengoperasian.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi:

a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam
trayek dan kartu pengawasan kendaraan;

b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang
dibuktikan dengan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
atau kartu bukti lulus uji berkala yang masih
berlaku;

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih
berlaku; dan

d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan
golongannya.

Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, meliputi:

e. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
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f.  ketentuan tentang tarif; dan
g. ketentuan batas wilayah operasi untuk Angkutan

Taksi dan Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 58

Pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57, diklasifikasikan menjadi :

a. pelanggaran ringan,;

b. pelanggaran sedang; dan

c. pelanggaran berat.

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi:

a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan
kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;

b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan
domisili perusahaan;

c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan
secara berkala;

d. pengurangan atau penambahan identitas
kendaraan;

e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan
kendaraan yang dioperasikan;

f.  mempekerjakan awak kendaraan yang tidak
dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak
menggunakan tanda pengenal perusahaan;

tidak mengumumkan tarif berlaku; dan

0w

h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang
dipersamakan dengan tiket.

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi:

a. pelanggaran besaran tarif angkutan;

b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan
kecelakaan;

c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
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tidak mengembalikan surat keputusan izin
penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan
setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan
angkutan orang;

memperkerjakan awak kendaraan yang tidak
memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundangan-undangan dan bukan merupakan
pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan
jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan
yang dimiliki;

tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu
istirahat bagi pengemudi; dan

mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang

ditetapkan.

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, meliputi:

a.

b.

menggunakan kartu pengawasan ganda;
mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah
operasi yang telah ditetapkan, untuk Angkutan
Taksi dan Angkutan Sewa Khusus;

tidak memasang tanda khusus kendaraan
angkutan sewa umum dan sewa khusus;
memalsukan dokumen kendaraan dan tanda
khusus;

mengoperasikan  kendaraan tidak dilengkapi
dokumen perjalanan yang sah, yang terdiri dari
Kartu Pengawasan, STNK, buku uji/kartu uji dan
tanda uji kendaraan bermotor;

mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa
berlaku izin penyelenggaraannya;

mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan; dan

melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan
sehingga menimbulkan kecelakaan yang

mengakibatkan korban jiwa.
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Pasal 59

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,

diperoleh melalui:

a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas
Pengawas;

b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

c. laporan dari masyarakat;

d. informasi dari media massa; dan/atau

e. laporan dari perusahaan angkutan umum.

Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, memuat hal-hal sebagai berikut :

f.  waktu dan tempat kejadian;

g. jenis pelanggaran;

h. identitas kendaraan;

i.  identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
j.  korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;
dan

k. identitas pelapor.

Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala
Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan
kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 60
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati,
atau  Walikota sesuai dengan  kewenangannya
memberikan sanksi administratif kepada perusahaan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak dalam Trayek berdasarkan laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59.
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan kartu pengawasan kendaraan
angkutan bermotor; dan

d. pencabutan kartu pengawasan kendaraan
angkutan bermotor.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 61
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a,
dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka
waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan
perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenai denda.
Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak
melakukan pembayaran denda dan melaksanakan
perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan,
dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan
kartu pengawasan.
Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender
sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pemegang izin tidak melaksanakan
perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan,
dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan

kartu pengawasan.
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Pasal 62

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi
administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan
surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi
peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu
pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran
paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan
memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan
denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi
administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan
surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi
peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu
pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran
paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan
memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan
dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta
rupiah).

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi
berupa pembekuan kartu pengawasan kendaraan paling
lama 12 (enam) bulan dan apabila badan usaha tidak
melakukan perbaikan dikenakan pencabutan kartu
pengawasan kendaraan dan denda sebesar

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63
Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan
pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan
angkutan yang telah habis masa berlakunya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f,
dikenai denda sebesar 2 (dua) kali tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak untuk izin penyelenggaraan

angkutan umum tidak dalam trayek.
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Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan
pembaruan masa berlaku kartu pengawasan yang telah
habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (4) huruf f, dikenai denda sebesar 2 (dua)
kali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kartu

pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 64

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat

(1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 65

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat
(3), Pasal 51, dan Pasal 52, maka Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus
melaporkan kepada Menteri.

Menteri merekomendasikan hasil evaluasi terhadap
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang
komunikasi dan informatika.

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri yang
bertanggungjawab di  bidang komunikasi dan
informatika memberikan sanksi kepada perusahaan
penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66
Izin penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah

dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
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tetap Dberlaku dan wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri ini dengan jangka waktu sesuai
habisnya masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan
Umum.

Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Angkutan
Umum baru atau penambahan kendaraan setelah
Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib atas nama
badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri ini.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek yang masih atas nama perorangan
dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini, tetap berlaku selanjutnya wajib menyesuaikan
dengan Peraturan Menteri ini menjadi atas nama badan
hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa
berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor menjadi atas nama badan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi badan
hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi
hak pribadi perorangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, khusus
ketentuan yang meliputi pengujian berkala kendaraan
bermotor, digital dashboard dan stiker diberlakukan
terhitung 1 Juni 2017.

Sedangkan khusus ketentuan yang meliputi pengenaan
pajak pada perusahaan penyedia aplikasi berbasis
teknologi dan informasi, pemberlakuan tarif batas atas
dan batas bawah, Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) atas nama badan hukum serta alokasi
kebutuhan kendaraan (kuota) dengan memperhatikan

hasil riset dan diberlakukan terhitung 1 Juli 2017.
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Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai penggunaan warna dasar pada kendaraan untuk
pelayanan Angkutan Permukiman, Angkutan Karyawan,
Angkutan Carter, dan Angkutan Pariwisata harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri,
Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan
informatika, Menteri yang bertanggungjawab di bidang
keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan koordinasi

sesuai dengan kewenangan masing - masing.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah

Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
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Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 469), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR FM 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH 1
ANGKUTAN TAKSI

TULISAN TAKSI, TULISAN AC, LOGO,
NAMA PERUSAHAAN LAMPU BAHAYA PADA KENDARAAN TAKSI

Gambar 1.a

TULISAN TAKSI, TULISAN AC
DAN LAMPU BAHAYA

MEDIA IKLAN

TANDA TAKSI

LAMPU BAHAYA
PLAT NOMOR
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Gambar 1.b
LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN TAKSI

v
NAMA PERUSAHAAN LOGO PERUSAHAAN

P

//

¢ v
NAMA LOGO
PERUSAHAAN PERUSAHAAN
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Gambar 1.C
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI

TANDA TAKSI MEDIA IKLAN

NAMA PERUSAHAAN LOGO PERUSAHAAN

BUNDA

Ukuran hnaraf

1. Lebar (a) = 25 mm.
2. Tebal {(b)= 8 mm.
3. Tinggi (c) = 50 mm.
Bentuk huruf :

1. Huruf'besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

www.peraturan.go.id
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CONTOH 2
ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS
PADA MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG
YANG MELAYANI ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

v
LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2, Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm
Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2, Jarak antar kata = 40-70 mum.
Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesnaikan dengan estetika.
Ukuran buruf:

1. Lebar = 25 -50 mm.
2, Tebal 10 - 15 mm.
3. Tinggi 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2, Tegak dan tegas.
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CONTOH 3
ANGKUTAN PERMUKIMAN

UKURAN DAN BENTUK IDENTITAS
PADA MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG YANG MELAYANI PERMUKIMAN

Gambar 3.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN

e o

PERMUKIMAN
' a =
b2
LOGO DAN NAMA
Y- ANTAR PERMUKIMAN

1 = 0 1 =
(‘_.J" o |
)@ ]
= - L

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang bl dan b2
sama)

2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mim

www.peraturan.go.id



Gambar 3.b
KOMPOSISI TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN

2017, No.516

PT.ANTAR

Komposisi tulisan :

A 4

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf talisan.

2, Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.
Warna tulisan. :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.

2. Disesunaikan dengan estetika.

Gambar §.c.
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN PERMUKIMAN

PERMUKIMAN

Ukuran hurut'; < a >
1. Lebar (a) = 50 mm.
2, Tebal (b) = 15 mm.
3 Tinggi (¢)= 100 mm,

Bentuk huruf :
1. Hurufbesar / balok.
2. Tegak dan tegas.
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CONTOH 4
ANGKUTAN KARYAWAN

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS
PADA MOBIL BUS
YANG MELAYANI ANGKUTAN KARYAWAN

Gambar 4.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN KARYAWAN

————

—l

b2

LOGO DAN NAMA
Letak penulisan :
1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang bl dan b2
sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

| L
y | E—
L e— ABG_ E T T
?‘-l - . 7! A
N N
| = —— = R ey I
TAMPAK MUKA TAMPAK TIELAKANG

Letak penulisan :

Mencantumkan nama perisahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian
kirt bawah
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Gambar 4. b
KOMPOSISI TULISAN
KARYAWAN

PT.ANTAR

K&RYAWAN ‘j _/]
KARYAWAN
%
b

Komposisi tulisan :
1. Panjang tulisati (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan,
2, Jarak antar kata (b) = 40-70 mum.

Warna tulisan :
1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesnaikan dengan estetika.

Gambar 4.¢

BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN KARYAWAN

KARYAW

S <

|@—aﬁl_

Ukuran huaruf :

1. Lebar (@) = 50 mm,
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (¢) = 100 nim,

Bentuk huruf :
1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.
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CONTOH S

ANGRUTAN CARTER

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS

PADA MOBIL YANG MELAYANI ANGKUTAN CARTER

e
1
PT. ANTAR.
= CARTER
[ =
o .
KL - | - —
J— S
1]
: PT. ANTAR CARTER
o o A "
. ._. ’ g
,‘“' o ! - [

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah bacdan kendaraan bidang kiri dan kanan

2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 - 300

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesnaikan dengan ukuran huruf tulisan.

2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras déngan wama badan kendaraan.
2. Disesnaikan dengan estetika.

Ukuran huraf :

1. Lebar = 25 -50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm:
Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

mim
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CONTOH 6
TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS
UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN SEWA UMUM

Gambar 6.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK KENDARAAN
ANGKUTAN SEWA UMUM

STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM

v

KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA

www.peraturan.go.id



2017, No.516

Gambar 6.b

BENTUK UKURAN DAN CONTOH TANDA KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA UMUM

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM

Diameter

7 Cm.

Kriteria Bahan:

v

TAHUN PENERBITAN
KARTU PENGAWASAN

Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak

mudaly dilepas:.
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CONTOH 7

TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS

Gambar 7.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS

v ¥

STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS

v

KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS
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Gambar 7.b

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS

X P N

'D

-
“480pET MY

Diameter 6 cm

&
%

Nama Wilayah
(contoh: JABODETABEK)

Kriteria Bahan:

Terbusat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak

mudal dilepas.
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CONTOH 8 :
ANGKUTAN PARTWISATA
Gambar 8.a

LABEL, STICKER DAN TULISAN
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARTWISATA

e R e

| :_’ —
Fa— 5 \A\.—TA
| ~— l m

AMPAR G

TAMPAK MITKA

PT. ANTAR'

r . |ANGKUTAN [PARTWISAT.
R e

PELAYANAN ANGKUTAN
LOGO DANNAMA PERUSAHAAN

BENTUK DAN UKURAN LABEL
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA

Dikeluarkan : TANDA PENDAFTARAN
s awaz son vamen w5 vas 233 v 2 ANGKUTAN PARTWISATA
Pada tanggal...........ccocvnniiennn

Berlaku s/d tanggal.........ccooo i,

Tanda Tangan / Cap Nomor Kendaraan

1. Ukuran label : a) pamjang = 140 mm
b) lebar = 80 mm

2. warna :a) label » Kuning
b) huruf ¢ hitam

3. ditempatkan pada kaca depan sebelah kiri bawah

www.peraturan.go.id
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Gambar 8.b

BENTUK DAN UKURAN TULISAN
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARTWISATA

SATA
o=

Tulisen “PARIWISTA” ditempatkan pada samping kiri dan kanan badan kendaraan,

dengan ketentuan :

1) Ukuran tulisan

2) Ukuran huruf

3) Warna

a) panjang
b) lebar

a) lebar
B) tebal
¢) tinggi

a) dasar
b) huruf

"

3.000 mm
600 mm

210 mm
60 mm
390 mm

Putih
Hitam

(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan

cahaya)

BENTUK DAN UKURAN STICKER
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARTWISATA

PARIWISATA

1\7

20 em

100 em

1) Ukuran sticker a) panjang 1000 mm

b) lebar = | 200 mm
2) Ukuran huraf a) lebar = | 70 mm

b) tebal = | 20 mm

¢) tinggi =| 130 mm
3) Warna a) dasar Putih

b) huruf | : | Merah

cahaya)

(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan

4) Dipasang pada

a) Sebelah kiri atas kaca depan mobil bus tanpa
destination box.

b) Destination box untuk mobil bus dengan
destination box.

www.peraturan.go.id
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CONTOH 9
UKURAN BENTUK TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN
PADA MOBIL PENUMPANG YANG MELAYANI TRAYEK KAWASAN TERTENTU

Gambar 9.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN KAWASAN

1

KOPANTAS

KAWASAN

‘ KAWASAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang bl dan b2
sama)

2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500

www.peraturan.go.id
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Gambar 9.b
KOMPOSISI TULISAN
ANGKUTAN KAWASAN

KOPANTAS

\ R ;
—

v

| KAWASAN

N
rd

KAWASAN

Kom posisi tulisan :

Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
Warna tulisan :

1. Konfras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

www.peraturan.go.id
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Gambar 9.c.
BENTUK DAN UKURAN HURUF

KAWASAN
KAWASAN
¢
Ukuran: huruf :
1. Lebar (a) = 25 - 50 mm.
2. Tebal (b)= 10 - 15 mm.
3. Tinggi (¢)= 50 - 100 mm,
Bentuk huraf ¢
1. Huruf besar [ balok.
2. Tegak dan tegas.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

td

BUDI KARYA SUMADI
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH :
DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

TIDAK DALAM TRAYEK

b L0) 1, 10) 2 3% NN ——————

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN ANGKUTAN ....ccom.veoiene

o e

Membaca 1 @, Surat Permohonan dar
b,  Pertimbangan dari tanggal.....
Menimbaig i a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkotan prang tidak dalam  trayek

sebagainana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undeartg Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, diperukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayelk;

. surat  Permohonan lzin Penvdenggaran Angkm‘au Ora:ag Tidak  Dalam Trayek
P/ IKOPERAST 10116 AIEEAL 110101010515 000 00305 00 0101 0

¢, hahwa herdasarkan peﬂLmbangan s:tbdgm;ana dimaksud di atas, perlu ditetapken dengan
Keputusar .. RE——— o .. tentang [zin Penyelenggaraan Anglkutan Orang
Tidak Dalam Trayek

d. baliwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggarasn angkutan orang tidak -dalam trayek
sehagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan .Jalan. diperlukanizin penyelenggarasn Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek:

&; surat  Permohonan = [zn Penvalenggaran Angkutan 'Orang Tidak  Dalam Trayek

PT/KO‘PDRA%I . taniggal... et s i e S e e s
1, lxa.hwa herdasarkan pertunbangan sehagaxmana dimaksud di atas. perlu ditetapkan dengan
Keputusan iz R A G 515 R AR RS NG . tentang lzin Penyelenggaraan Angkuitan Orang
Tidak Dalain Traydks;
Mengingat i 1. Undang-UndangNomor22 Tahun 2009 fefitang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negata

Tahtu 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomror S025);

Peraturan Pemerintah Nomor §3 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negars Repuhlik

Indonesia Tahon 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Pemerintall Nomor 74 Talun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Taliun
2014 Nemor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);

4,  Peraturan Pemerintah Namor 11 Talmn 2018 tentang Jenis dan Taril Atas: Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pe:thnbungaﬂ (Lembaran Negara Takrun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara 5668):

5. Pevaturan Menteri Perhubungan Nomror PMu... Tahun ... Tentang Penyelenggaraan angkutan Orang

~ Dengan Kendaraan Bermotor ITmum Tidak Dalam Trayek

6. PEEALLILELL v ovarssvemseespensseroneeossemsses | bertang Otgamsasj dan Tata Keja oo o

i Peraturar Menterj Perhubungan Nomor PM i Tahun i tentang tentang Standax Felayanan
Minimal Angkittan Orang DenganKendar: aﬂnBem:mtarUmmnTLdakDalamTrayek

W
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MEMUTUSKAN :

Menetaplkan = KEPUTUSAN oeoveromsissovmitsnsamenmentsmmmsissssmsisrmsamenionnss TENTANG ~ IZIN  PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PADA PELAVANAN ANGRUTAN. .....c.cvivmienss

PERTAMA . Berdasarkan hasi levaluasi persyaratan admmistrasi dan persyaratan teknis terhadap permononan pemohon
sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak DalamTrayek kepada:
Nama Perusaliaan !

N Induk Perusah ;

NamaPi Per

Alamat Pe.::usahaan

KEDUA v Bahwa PT/Koperasi. .o wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap. penyelenggaraan pelayanan
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan ., ..., Sesuai dengen peraturan perundang-
undangan.

KETIGA . Penyelenggaraan Orang Tidak Dalam Trayekse bagaimana dimaksod pada diktumm KEDUA dilayani oleln

kendaraan sehagaimana tercantum. dalam lampiran yang merupaken bagian yang tidalk terpisshkan deri
Keputusan ini,

KEEMPAT v Masaber lakn izin Penydlenggarsan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek herlakn sampai dengan
BEEXGEEEE s v 5 0 0 0 0 0 0 O A 8

KELIMA : Baliwa pada saat berlskunya Keputusan Direktnre dJenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan
........................ Narmors, i s o tANGEEl i ditivatakan dicabul dan tidak berlaku,

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikentodian hati terdapat kekelirnan dapat

dilakulkan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi . Jakarta
Padatanggal "

PEJABAT PEMBERI IZIN,

SalinanKeputusaninidisampaikankepada¥th.:

1. MenteriPerhubungan;
Q. DirekturJenderal Perhiubungan Darat:
3. GubernurProvinsi....(sesuaidomisiliperusahaan):
4, KepalaDinasPerhuhunganProvinsi ., ... (sesudidemisiliperusaliaan).

www.peraturan.go.id
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CONTOH :
DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN CARTER/PARIWISATA/SEWA UMUM

KEPUTUSAN o

TENTANG
PELAKSANAAN 1ZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN ............ ;
Direktur Jenderal/Kepala Badan/Gubernur /Buapti/ Walikota

Membaca

s

Surat Permohionan dad « ... nomor:. .. tanggal ...
Pertimbangan dari ,..,.., . pemha] ............. DML, baniggal,..,

ol

Menimbang, a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkuieu_L orang lidak kdalam trayek
sehagaimena diator dalam. Pasal 179 Undang Undanng Nomror 22 Tahun 2009 tentantg Lalo
Lintas dan Augkutan Jdalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidek Dalam

A
b. babhwa maksud _permolmnan adalah untuk cealisasi
skendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan anglkutarn | i
T, ba.hwa berdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud di atas, perlu d.liefapkan d(:ngau
Keputusan Divektur Jerderal Pe.\hublmgan Darat Tmtang Pela.ksanaan lzin Penyelenggaraan
Angkittan Orang TidakDalamTrayek (.. 0 s g

Sebanvdk

Mengmgat i 1. Undang-UndangNomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan' Angkutan Jalan' (Lembararn
Negara Talnn 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);

2: Peraturarn Pemerintah Nomor 3§ Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talinn 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5317);

3. Peraturan Pemerintali Nomor 74 Tahtin 2014 tentang Anglutan Jalan (Lembaran Negara
Tahur 2014 Nomor 260. Tambidhan Lembaran Negara 5594):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Talmn 2015 tenteng Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukar Pajak Yang Berlaku Pada Kementenan Perhulyungan (Lembaran Negara Taliun
2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 5668):

5. Peraturan Menteri Perhubungsn Nomor PM.182 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemenlerian Perhuhungan;

6, Peraturan Menteri Perlmbungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubaban Atas
Peraturan Menteri Perhubtngan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minvmal
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dmum Tidak Dalam Trayek.

Menetapkan :  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN
KEPADA PT/KOPERASL...c.cuiveiinirreions

PERTAMA ? Mencabut sebagian/mencabut selurubriya/menyempurnakan Suvat Keputusan ... Nemor
............ Tanggal o, tentang Pelaksanaan [zin Penyelenggaraan Anglutan Tidek
Dalam Trayek Pelayanan Angkutan ..., 7

KEDUA 4 Umuk elaksanakan pelayanan angkntan ............... yang, diberikan dengan jumlah kendaraan
sebariyaki..... |

KETIGA i Untuk m‘alaksanakan penye enggaraan Anglditan Orang Tidak Dalam Trayek schagaimana
dimaksud pada diktum KEDIJA, dilayani dengan kendaraan sehagaimana tercanfum dalam
lampiran yang mempakan bagian yang tidals terpisalikan dari Reputusan ini.

KEEMPAT i Masa betlalai izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sampai dengan
Tt it ey i e T 3 U, I S, 5 T 5 Sy 5 AL e

KELIMA g Kepgugtusan ini mulai berlaku pada tangga] ditetapkan dan apahila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dapat dilakukan perubalian sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di :
Pada tanggal

PEJABAT PEMBERT 1ZIN

www.peraturan.go.id
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CONTOH :
DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN TAKSI/SEWA KHUSUS/ANTAR
JEMPUT/PERMUKIMAN/KARYAWAN

NOMOR::..-... Seeteasissaggaseaiayaan e

TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGEUTAN ...cooouipes

Membaca 3 a. Surat Permohionan dafi v .. . nomér. .. tanggal ...
b, Pertimbangar dari ..o perihal,,, ... TOTRCE 11410 tanggal ...,
c.- S
Menimbarig 4. bahwa dalam ratigka pelaksanaan penyelenggaraarn a‘ng}qtta;ﬂ uranv fidak kdalam trayek

schagaimana diatur dalam Pasal 179 Tndang-Undang Nomor 2 Tshun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Anglkutan (Jalan, diperlukan win penyelenggaraan Ang,kutan Orang Tidak Dalam
By 522110 ] AR

. bahwa maksud pm*mohlunan adaleh untuk realisasi

kendaraan sesuai dengsm surat persetujuan izin penyelenggaraan smg

e hahwa berdasarkan pertimbangan sebegamana dimnaksud di atas, perly djlela_pkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Perhuhlmgau Darat tentang Pelaksanaan lzin Penyelefiggaraan
Angkutan Orang TidakDalam Trayek (...

Meagingal H 1. Undang-lIndangNomor22 Tahun 2 glialy’ tasdanAngkutanJaJau (Lembaran
Negara Talun 2009 Nomor 96 Tambaharﬂmbm anNegaxa Tabun 2009 Nemor S025);

2. Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahuti 2012 tentarig Kendaraan (Lembatan Negara Republik
[ndonesia Tabun 2012 Nomor 120, Tambahan Lentharan Negara Republik Indonesia Nonior
5317)s

3, Peraturan Pemerintali Nomor 74 Tahun Z014 tentang Anglkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 260. TambalianLembaran Negara §594):

4. Peraturan Pemerintah Nonwor 11 Tahmn 2015 tenteng Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun
201§ Nomor 41, TambeahanLembaran Negara 5668):.

§. Peraturan Menteri Perhiubungan Nomor PM:189 Tahurn 2013 tentang Organisasi dam Tata
Kerja KementerianPerhubungan;

6. Peraturan Menteri Perlmbungan Nomor PM 28 Tabun 2015 tentang Ferubaban Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahui 2014 teitang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidalk Dalam Trayek.

i nsebanvak

MEMUTUSKAN ¢

Menetapkan ;  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN
s R x i a wiaaias KEPADA PT/KOPERASI
PERTAMA ] Untuk melaksanakan pelayanan anghaatan e dengan jumlah kendaraan sebagai berkut
Wilayah Operasi]Asal dan Tojnan Kode Lintasan (jika ada) Kendaraan Rit
KEDUA H Mencabut schagian/mencabut selurulmyafmenyempurnakan Surat Keputusan ... Nomor
........... Tanggal .o, tentang Pelaksanaan. lzn Penyelenggaraan Angkutan Tidalk
Dalam Trayek Pelayanan AngRutars v
KETIGA Y Untuk wuelaksanakan penyelenggarasn Angkatan Orang Tidak Dalam Trayek schagaimana

dimaksud pada diktum KEDIJA, dilayani dengan kendaraan sehagmmana tercantum dalam
lampn’an yang mernpakan bagian yang tidal terpisalikan dari Keputusat ini.

KEEMPAT i Masa berlaku izin penyelenggaraarn Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sampai tengan
KBTI ot g ot g it 3 bt g iy g iy T AT T ST bl el il il ety 1
KELIMA g Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apahila dikemudian hari terdapal

kekeliruan dapat dilakukan perubahian sebagaimana mestinya,
Ditetapkan . di

Pada tanggal
PEJABAT PEMBERI 1ZIN

fesinssmonosswnsusssnniannsssonina)
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Lampiran KePUubtUSAN ...cverrenereesriusnnessrimsssononsnnsorsensesssne

Nomeor :

Tanggal

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN (CARTER/PARIWISATA/SEWA UMUM)
PT/KOPERASL.......coorrrirsrnsesnsrrasosnssns
No ID kendaraan | Tanda Nomor Nomor Uji Merek Talun | Dayadngk | AC/Non | RS/Non Toilet

URUT Kendaraan Kendaraan Kendaraan/Tipe ut (orang) AC RS [Nom

Toilel

Ditetapkan di : Jakasta
Padatanggal :

PEJABAT PEMRBERI IZIN

www.peraturan.go.id
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Lampiran KePUubtUSAN ...cverrenereesriusnnessrimsssononsnnsorsensesssne

Nomeor :

Tanggal

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN (TAKSI/ SEWA KHUSUS)
PT/KOPERASL......ccoonsvcnsensasnessannsasees
No ID Kendaraan | Tanda Nomor Nomor Uji Merek Tahun | DayaAngk | AC/Non | RS/Non
URUT Kendaraan Kend Kend /Tipe ut (orang) AC RS

Ditetapkan di : Jakasta
Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI 1ZIN

www.peraturan.go.id
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Lampiran KePUtUSATl ...coovsrrvnosessismnssersesssssossssmasassassas
Nomor :

‘Tanggal

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN (ANTAR JEMPUT/PERMUKIMAN/KARYAWAN)

PT/KOPERASL......ccoonsvcnsensasnessannsasees
No ID Rendaraan | Tanda Nomor | Nomor Uji Merek Tahun Daya AC/Non | RS/Non Kode
URUT Kendaraan Kendaraamn Kendaraan Angkut AC RS asal/
/Tipe (arang) tujuan

Ditetapkan di : Jakasta
Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI 1ZIN

www.peraturan.go.id
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CONTOH ;
KARTU PENGAWASAN
I1ZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PT/KOPERASL.....ccvereisirmrneneas

Berdasarkan KepubUSATl ... s NAmor: v, tanggal

tentang lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan ... kepada
........... vang diptmpin olelt ......... diberikan diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku sejak
tanggal diterbitkan sampai tanggal ... , dengan mempergunakan maobil bus umnm
untuk keperluan menganghkut ... s atau . o (gesual dengan jenis pelavanan yang diizinkan).

Untuk Keperluan tersebut dipergunakan mobil bus/ mobil penumpang sebagal berikut :

1. Tanda Nomor Kendaraan : 8, 1D Kendaraan
2. Nomor Uji Kendaraan : 9. Tgl Uji Berkala
3. Daya Angkut Orang : 10, Tahun

4. Daya Angkut Bavang : 11, Merk/Jenis

5. Nemor Rangka :

6, Nomor mesin

7. Berlaku Sampai

Balwa perusahaan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang kartu pengawasan
izin penyelenggaraan angkutan corang tidak dalam trayek diwajibkan untuk memenuli
ketentuan sebagaimana tercantum dibalik Kartu Pengawasan ini,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal

PEJABAT PEMBERI [ZIN

www.peraturan.go.id



2017, No.516 96.

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN
TENTANG

KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG
BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN ......

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama

Jents Kelamin

Tempat /Tanggal Lahir

Agama )

Nomor ldentitas (KTP)

Alamat .

Status . Pimpinan / Penanggungjawal Perusahaan
Alamat Perusahaan g

0 SO0 U1 60 NI

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan ... v dengant ini
menyatakan kami samggup untuk mematuhi semua ketentuan peru mdang undangan yvang
berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan

angkutan . ...

Apabila Perusahaan kami terbuktr tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam
waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan dtau pelanggaran dalam pelaksanaan
pengaperasian  kendaraan, dokumen perizinan  angRuUan e s oo s yang
dialokasikan kepada Perugahaan kami bersedia unituk dicabut,

Demikian surat pernyataan inlsaya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak
manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ‘

Jakarta, .. ...
Pembuat Pernyataan

Meterai Rp6.000

(Pimpinan Perusahasn)

www.peraturan.go.id
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CONTOH :
REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGEKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

KOP SURAT
Nomor : Jakarta, s
Klasifikasi
Lamipiran
Perihial < Pertimbangan Permoheonan Kepada
Lzin Angkutan Orang Tidak Yth, DirekturJenderalPerhubunganDarat
Dalam Trayek Pelayanan
eli
JAKARTA
L. Memperhatikan sural permohonan NOIOL! e i s s fanggal
perihal v atasnama PT/K.O[)F‘IB.SL bcTsama i
disampaikan perttmba.ngan tekrils sebagal berikut:
4. Jenis Permohonan izin yang diajukai adalah pelayanan angkutan ... oo yang

akan dilayani dan jumlah kendaraan vang akan dieperasikan sebagai berikut

No | Nomor Kendaraan Nomor Uji Kapasitas (orang)

b Bdhan tntuk memperumhangkan permohonzm
1) Tanggal Permohonan
2)Nama Perusahaan
3)Nama Pimpinan
4) Alamat
5)Pelayanan yang du‘uohou
a) Jumlah perusaliaan. juinlah bus:
dimohen

) Pengarulh terhadap jefis pelayan
an' lainnva

¢) Kelas jalan yvang dilalui

d) Fasilitas penyimpanan kendaraa
0 bermotor atau Pool

&) Fasilitas pemeliharaan atau pera

watan kendaraan {jika
penggantian kendaraan sebutkarn
keterangan petuntukan

kendaraan lama),

2, Berdasarkan data tersebut di atas kendaraan tersebut tidak dipergunakam melayari
angkirtan lain dan telah sesuai dengan ketentuan peratirran perudang-undangar,

3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untiilk bahan pértimbangan lebih lanjiut

An. GUBERNUR PROPINSI |,
Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ #) Provmm ......

Tembusan Yih, =

1. Gubernur Provinsi
2, Pimpinan PT/Koperasi
*) pilih yang sesuai

www.peraturan.go.id
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CONTOH :
PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Nomor JaKATEA, oo oo v o
Klasifikasi :
Lampiran:
Perihal : Persetujuan Permohonan Kepada
1zin Angkutan Orang Tidak Dalam Tr ayek Yt Pimpinan Perusahaan
di

(domisili perusahacn)

L. Memperhatikan surat permohonan Saudara NOmMor: ...

tanggali. i .. perihal ., 5o § . Atas nama PT/Koperasi
............................... . berdasmkan SLuatK eputusan_..................... No.
....................... tanggal tentang
Evaluasi.....o....oo.oow e e , dengan ini disampaikan bahwa pada

prinsipnya dapat disetujui permohonan izin penyelenggaraan angkutan
orang tidak dalam trayek | penambahantrayek / penambahankendaraan
*), pada:

No UraianTrayek Jumlah | Kapasitas
Bus (orang)

2. Selanjutnya untuk proses penerbitan Kartu Pengawasan Izin

Penyelenggaraan Angkutan ..., agar Saudara mengajukan permohonan
realisasi izin Penyelenggaraan Angkutan ........ dengan dokumen yang
terdiri dari :

a. Foto copy surat persetujuan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
Dengan Tujuan tertentu;
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi sesuai domisili

Perusahaaan;
¢. Data kendaraan berupa foto kendatraan, salinan STNK dan Buku Uji
dengan kendaraan ,......,.....
3. Selain hal tersebut diatas, untuk melayani Angkutan ..... ; Saudara sebagai

pemegang lzin wajib memperhatikan :

a Mengoperasikan kendaraan sesual dengan standar keselamatan,
fasilitas pelayanan serta mencantumkan tulisan secara jelas jenis
pelayanan pada badan kendaraan danj/atau tanda bukfi penyewaan
kendaraan;

b, Memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta mnomor
pengaduan masyarakat di dalam kendaraan;

www.peraturan.go.id
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4, Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitken

atau sampai dengan tanggal .......... tidak direalisasikan, maka terhadap
persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat
dipindahtangankan.

5. Demikian kami sampaikan antuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pemberi Izin

Tembusan Yth.: ‘
1. Mentetri Perhubungan; [ —— )|
2. Direktur Jenderal efimbungan Darat (sebagai laporan);

3. Sekretaris Jetnideral Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN IIL

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH 1l.a:

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI %)

Alamat lengkap Nomeor Telepon
Nomor
Klasifikasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal 1 Permohonan lzin Penyelenggaraan Yth, Kepada
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Direktur Jenderal
Pelayanan Pariwisata /Taksi/Antar Perliubungan Darat

Jemput/Carter/Sewa.*
di-

Jakarta

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Latu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintali Nemor 74
Talun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi

‘ mengaJu_ka_u permobonan untuk memperoleh
izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi,
Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*,dengan data sebagai berikut;

a, Keterangan Pemolion

1) Nama Perusahaan

2) Nama Pimpinan Perusaliaan

3) Nemer Pokok Wajil Pajak (NPWP),

4) Akta Pendirian dan Perubalamnya: @ o i i s s v s o
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)

5) Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)

6) Alamat Perusahaan Lengkap termastik..
a) Nomor Telepon & Faksimiili
b) E-mail

7) Alamat Poal/Usaha Lengkap ter masuk
a) Luas Areal Parkir Armada D nasinnn e gt g g e SRS SMERSSE SELAL B
b) Nemor Telepon &Faksimili . - e
¢l E-mail

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan
dilayani dan jumlal kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

www.peraturan.go.id
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\ Na JenisPelayanan JumlahiKendaraan Kapasitas (orang) |

3, Bersama ini sebagai balian pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas

dokumen urituk oielengkapi permchonan dimaksnd yang terdici dari ;

a. akta pendirian perusahaan dany/atau perubahan terakhiry

b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan:
Hak Asasi Manusia;

. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUF);

. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang;

g. Snrat Pernyatasn Kesanggnpan tntuk mementihi seliruh kewajiban
sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek,
hermaterai dan ditandatangani pimpinan perugahaan

I, Surat Pernyataan Kesanggupan meémiliki dan/atau bekerjasama
dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharazan
kendaraan bermotor, bermeteral dan ditandatangani pimpinan
perusahaan; ‘

i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota keperasi dengan
Perusaliaan Angkutan Umum yang berbentik badan ukum Koperasi,

j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan
yangmemernuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah
kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Pemerintali setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan
kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dirmniliki;

k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan
penigtapan kebutuhan kendaraan bag Angkutan Taksi dan Angkutan
Orang Dengan Tujuan Terientu; dan

I, rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan
dalam bentuk dokumern.

|l B

4, Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk
menancdatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta
sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan
angkutan erang fidak dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah permohonan ini disetujui.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kKaimi ueapkan tefima
kasili.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meteran

Rp.6000,-

Tembusan; (Nama Jelas)

1. Gubernur Provinsi .o

2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi ... ...

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten ... v
%) pilih yang sesudi

www.peraturan.go.id



2017, No.516

-102-

CONTOH 1.b :

PERMOHONAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Alamat lengkap

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI %)

Nomar Telepon

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

1 (satu) berkas

Permohonan Pembaliaruan Masa
Berlaku lzin Penyelenggaraan
Angkutan Orang  Tidak  Dalam
Trayek/Kartu Pengawasan Pelayanan
Pariwisata/Taksi/Antar jemput/
Carter/Sewa.*

Yth,

Kepada
Direktur Jenderal
Pertiubungan Darat

di-

Jakarta

Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintaly Nomer 74
Talun 2014 tentang Ang‘kutan Jalan; bersama ini  kami dari
PT. ) Koperasi: i s e e o MIENGATUKEAD permolionan
pembaharuan Masa Berhku 1Zin penyelenggaraan angkutan orang tidak
dalam trayek/Kartu Pengawasan (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter,
AngkutanPermukiman)®,dengan data sebagai berikut:
a. Keterangan Pernohon
1) Nama Perusahaan
2) Nama Pimpinan Perusahaan
3) Alamat Perusahaan Lengkap termdsuk
a) Nemer Telepon dan Faksumili
b)  E-mail

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan

2] Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan
lzift

4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan
Keputusat [zin

5) Jumlah Kendaraan yarng Diizinkan SR B | v &

Adapun Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek/Kartu Pengawasan telal habis masa berlakunya sehingga:
perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan
angkutan dimaksud,

Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan | (satu] berkas

dekumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

a, surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;

b. salinan surat keputtisan penyeleniggaraan angkutan orang tidak dalam
trayek yang telali dimiliki;

www.peraturan.go.id
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¢. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas
nama perusahaan;

d, salinan bukti lnlus 1ji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan

e, laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek,

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk
menanclatangan Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta
sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan den izin penyelenggaraan
angkutan orang fidak dalam trayek.

wm

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima
kasih,

PIMPINAN PERUSAHAAN /KOFPERASI

Meterai

Rp:6000,=

Tembuisan: (Nama Jelas)
1. Guberriur Provingi ...

2. Kepala Dinas Perlmlmngan / LLAJ Provinsi ... R

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Keta / Kabupaten .................

¥ pilih yang sesuai

www.peraturan.go.id
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CONTOH 1l.c:

PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGARAAN ANGKUTAN DANKARTLI
PENGAWASAN

Alamat lengkap

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI %)

Narnor Telepan

Nomor
Klasilikasi
Lampiraf
Perihal

I (satu) berkas
Permolionan péersetujuan

Yth.

Kepada

Penambalian Kendaraan pada Direktiir Jenderal Perhubungan Darat
Izin Penyelenggaraan Angkutan
Qrang Tidak Dalam Trayek
Pelayanan  Pariwisata/Taksi/Antar
jemput/Carter/Sewa.?
dJ’
Jakarta

Mengacu pada Pasal 179 Undang-lUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintali Nomor 74
Talrun 2014 terxtaﬂg Angkuta.n Jalari, bersama ini kami dari
PT./Koperasi... . .mengajukan permolionan untuk
penambahan kendal aan pada izin peﬂyelenggaraa_n angkutan orang tidak
dalam trayek (Pariwisata, ‘Taksi, Sewe, Carter, Angkittan
Permukimanj*,dengan data sebagai berikut::
a. Keterangan Pemolion
1) Nama Perusahsaan
2) Nama Pimpinan Perusalaan m et A Re2dNAR G et g SRR SEEA
3) Nomor Pekok Wajil» Pajak (NPWP)
4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
a) Nomior Telepon &Faksimili :
b) Ermail N
Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk: .. o
a) Luas Areal Parkir Armada :
b) Nomor Telepon &Faksimili
¢ E-mail
b. Keterangan Izin Penyvelenggaraan
1] Nomer SK Izin Penyelenggaraan
2) Masa Berlaku SK lzin Penyelenggaraan:..
3] Nemor Surat Pelaksanaan KepubUuSam i s o oo soees vnees v
Izin
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan
Keputusan [zin

o

5) Jumlah Kendsrasn yang Diizinkat - Unit
Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yong akan
dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan

adalah:
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3.
Ne JenisPelayanan JumlahKendaraan Kapasitas (orang

4. Bersama ini sebagai bahian pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas
dekumen nntuk melengkapi permaohonan dimaksud yang terdiri dari:
a. laporan pelayanan Angkutan Orang Derigan Kendaraan Bermotor Urmum
Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
b, surat permelionan penambahan kendaraan; dan
¢, salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki.

5. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk
menandatangani Surat  Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan — serta
Sangep untuk melaksanakan semua
ketentuan dan izin penyelenggaraan angkufan orang tidak dalam trayek
selambat - lambatnya 6 (enam) bhulan setelalr permiolonan i disetugul,

4. Demikian permichonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima

kasil.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASL

Meteran

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

1 Guberniy Provinsi o

2. Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ PEOVIEIST wovvverersion v

3 Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kapraten.......N
*) pilih yang sesuai
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CONTOH 1.d :

PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERAST %

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomeor

Klasifikasi

Lampiran @ 1 (satu) berkas

Perilial ¢ Permohenan Penggantian Dekuwmen lzin Yth. Kepada
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Direktur Jenderal
Dalam Trayek Dikarenakan Hilang/Rusak Perhutbungan Darat
PelayananPariwisata/ Taksi/Antar jemput/
Carter/Sewa.*

di-

Jakarta,

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahtun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peratuiran Pemerintah Nomiar 74
Talun 2014  tentang Angkutan Jalan, bersama i kami  dari
PT./Koperasi,., o - ~mengajukan permohonan untuk
Penggantian Dokumen izin pf‘nyﬁlenggaraarl angkutan orang tidak dalam
trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman|*dikarenakan
Hilang/Rusak, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemolion
1) Nama Perusahaan
2) Nama Pimpingn Perusaliaan
3) Nomot Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4) Akta Pendirian dan Perubalrannya

(NamaNataris, Namor dan Tanggal)

Pengesahan Menteri Hukum dan T e e e G e e e

HakAsasiManusia(Nomor dan Tanggal)

5

6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk
a) Nemor Telepon &Faksimili

b) Email

7) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :

a) Luas Areal Parkir Armada
1) Nomor Telepon &Faksifmili
o) E-mail
b, Keterangan [zin Penyelenggaraan
1) Nomor 8K Izin Penyelenggaraan $ g memesa AYResE SRR SN saadne tesimn saasE
2) Masa Berlaku SK Jzin Pﬁnye]enggaraan .
3) Nomor Surat Pelaksaniasan Keputusarn -
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan
Keputusan lzin
5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan @ .. ... ... Un$it
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2. Adapun telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin
dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah dinfnmumkan di
media massa untuk memenuhi kelerigkapan sesuai aturan yang berlaku,

3. Bersamia ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas

dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksiud yang terdini dari ;

a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak,

b. Balinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan yang telah
dimiliki dan masih berlaku;

¢, surat dari Kepolisian untuk dekumen vang hilang dan bukti
pengumuman terhacap dekumen yang hilang di media massa,

d. melampirkan bukt dekumen yang rsak.

4. Demikian permehonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima
kasili.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meteran

Rp.6000,-

Tembusan, (Nama Jelas)

1. Gubernur Provinsi oo )

2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi ...

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten . w
#) pilih yang sesuai
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CONTOH 1l.e:

PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS
PERUSAHAANIZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM

TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *

Alamat lengkap Nomor Telepon
Namar
Klasifikasi
Lampirann.  » 1 (satu) berkas
Perihal : Pérmohonan Perubahan Pengurus Yth. EKepada

Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan
Pariwisata/ Taksi/Antar

jemput/ Carter/ Sewa.*

Direktur Jenderal
Perliubungan Darat

di-

Jakarta

Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomeor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nemor 74
Talmun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari
P KOPEI@S i vavuin sosiiaininn i siuvaia snuvsia angaJukan permohonan  perubahan
pengrrus Perusaha:m izin penyelenpggarasn angkutan orang tidak dalam
trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*,dengan data

sebagai berikut;

a. Keterangan Pemolion
1} Nama Perusahaan
2) Nama Pimpinan Perusaliaan
3] Nomer Pokok Wajil Pajak (NPWP)
4] Akta Pendirian dan Perubahannya

(NamaNotaris, Nomor dan Tanggal)

5) Pengesahan Menteri Hukuim dan

Hak Asasi Manusia(Nomor dan TanJJat) .

o)

a) Nomuor Telepon &Faksimili
bh) E-mail
b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan

Alamat Perusahasn Lengkap termasuk: o o v oo

2) Masa Ber'laku S:K lzin Pf*rlyelenggaraan e

3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan
Izin

4) Masa Berlakn Surat Pelaksanaan
Keputusan lzin

&) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan

. Unit
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2. Adapun dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan
kami maka dimolion kiratiya dilakukan perubalian pada dekufmen izin
periyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa,
Carter, AngkutanPermukiman)*vang kami miliki,

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas
dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari

a, Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakliir;

b, Foto copy bukti pengesalian sebagal badan hokum dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Foto copy Tanda Daltar Perusahiaan;

d. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang;

e, Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi
geluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkiitan
arang tidak dalam Trayek;

f, Foto copy Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak
dalam trayek.

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima

kasil.
PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI
Meterai
Rp.6000,-
"Term busan: (N ama J elas]

1. Gubernur Proviasi .......

2. Kepala Dinas Pf-rhubunga.n / LLAJ PEOVINS S

3. Kepala Dinas Perliubungan / LLAJ Kota / Kabupaten ...................
* pilih. yang sesuui
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CONTOH 1.f:

PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK
DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI %)

Alamat lengkap Nomar Telepon
Nomor
Klasifikasi
Lampiran | 1 (satu) berkas
Perihal . Permohonan Penggantian Yth, Kepada
Kendaraanatau Peremajaan Direktur Jenderal
Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Perhubungan Darat
Angkutan Orang Tidak Dalam ‘Travek
Pelayanan Pariwisata/Taksi/Antar
jemput/Carter/Sewa.*
di-
Jakarta:

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Uncang Nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintag dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintaly Nomer 74
Talun 2014 tentang Angkutan  Jalan; bersama ini  kami dari
PT./Koperasi.. . mengajukan permohona_n untuk penggantian
kendaraan dtau peremamdn kendaraan pada zin penyelenggaraan angkutan
ofang  tidak  dalam  trayek  (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter,
AngkutanPermulkarman)* dengan data sebagai berikuit:

a, Keterangan Pemolion

1) Nama Perusahaan
2) Nama Pimpinan Perusahaan ]
3) Alamat Perusahaan Lengkap ternmsuk .
a) Nomer Telepon &Faksimili § GG e S G R S SRS SR SRR 5
b) E-mail
4) AlamatPool/Usaha Lengkap Lf:rmasu_k o
a) Luas Areal Parkir Armada :
1) Nomor Telepon &Faksimili
¢ E-mail
b, Keterangan [zin Penyelenggaraan
1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan
2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraam
3) Nomor Surat Pelaksanasn Keputusan
Izin
Masa Berlakn Surat Pelaksanaan
Keputusan lzin
Jumlah Kendaraan yang Diizinkan PR | 1 (&

4

5
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2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yarig akan
dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah.

No JenisPelayanarn JumlahiKendaraan Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai balan pertimbangan disampaikan 1 (satn) berkas
dokumen untuk melengkapi permehonan dimaksud yang terdiri eari :
a. Foto eopy surat keputusan izin penvelenggaraan angkutan orang tidak
dalam trayek;
L. Foto copy Surat Tanda Nemor Kendataan Bermotor (STNK) kendafzan
pengganti,
Foto copy kartu bukti lulus tiji berksls kendargan pengganti,
Foto copy kartn pengawasan kendaraan yang diganti,
Fota copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

@ R

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima

kasih,
PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI
Meterai
Rp6000,-
Ternbusan: (Nama Jelas)
1.  Gubernur Provigsi .,.....
2. Kepala Dinas Pf-rhubungan / LLAJ Provingi . e, &

3. Kepala Dinas Perhubusngan / LLAJ Kota / Kabupaten ..................
* pilih. yang sesuci
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CONTOH 1.g:

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI %)

Alamat lengkap Nomar Telepon
Nomor
Klasifikasi
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal . Permohonan Pembukaan Cabang Yth, Kepada
Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Direktur Jenderal
Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan Perhubungan Darat

Pariwisata/Taksi/Antar jemput/
Carter/Sewa. *
di=

Jakarka:

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemierintali Nomor 74
Tabun 2014 ten ta_ug Angkutan  Jalan, bersamaini kami dari
PT. JKoperasi: s i wiiw mengajikan permohonan unbuk  pembukaan
cabang pelusahaem penyelengga:man angkutan orang tidak dalam trayvek
(Pariwisate, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)* dengan data sebagﬁu
berikut:
a.Keterangan Pemaohon

1) Nama Perusahiaan

2] Nama Pimpinan Perusahaan ]

3] Akta Pendirian dan Perubahannya
(NamaNotarts., Nomor dan Tanggal)

4) Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tangga/)

5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk: v v v i o

a) Nomor Telepon &Faksimili

b)  E-mail B W A AN i s A
6) Alamat PerusahsanCabang termasuk e e e e o

a) Nomor Telepon &Faksimili e e e e v e e

D) E-mAil s e e e e
7) AlamatPool/Usaha Cabang tuniasuk

a) luas Areal Parkir Armada :

b) Nemer Telepon &Faksimili

¢l E-mail

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan
dilayani dan jumlal kendaraan yang akan dioperasikan adalal
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No JenisPelayanan JumlahKendaraan Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas

dekumen untuk melengkapi permohonan dimaksuad yang terdiri dari:

a. akta pendirian perusahiaan dan/atau perubahan terakhir,

b. bukti pengesalian sebagai badan hukum dari Kementerian Hokum dan
Hak Asasi Manusia;

., Surst [zin Usalia Perdagangan (SIUJP);

. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

. Nomor Pokok Wajik Pajak (NPWP) perusahaan,

surat keterangan domisili perusahiaan yang dikeluarkan oleli pejabat
yang berwenang;

g surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi selurulh kewajiban
sebagal pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek,
bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusabhaan;

b1 surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama
dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan
kendaraan  bermotor, bermeterai dan  ditandatangani pimpinan
perusahaar;

i. Sirat Perjanjian antara pemilik kendataan atat anggota koperasi dengan
Perusahaan Angkutsn Umum yang berbentuk badan hukimm Kaperast,

J. memiliki dan/atau nolenguasal tempat penyimpanan kendaraan yang
mﬁm’e’nuhi peJ syajatan than dan mampu nanampung sr’suai J'urnlah

el 1 aVito!

Pemermtah se_tempdt yang menyatdkan Juasnya mamrm menylmpan
kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki; ‘ )

k. terdapat kebutulan kendarasn sesual dengan hasil evaluasi dan
penetapan kebutuhan kemdaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan
Orang Dengan Tujuan Tertentu: dan

L. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan
dalam bentuk dekumen.

4, Dalam hal permohonan kami  dapat disefiyui, kami bersedia untuk
menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelaysnan Angkitan serta
sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin ‘penyelenggaraan
angkutan orang tidak dalam trayek sélambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah permohenan ini disetujui.

Demikian permehonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima
kasili,

o

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

1 Guberinnr Provinsi ...a...

2. Kepala Dinas Perhubungdn / LLAJ PrOVITS] i o s

3. Kepala Dinas Perhubu.ngan / LLAJ Kota / Kabupat«ﬂn .................
*) pilth yang sesiei
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Alamat lengkap

-114-

CONTOH 1.h :

FORMULIR LAPORAN REALISASI [ZIN OPERAS] ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN *)

Nomor Telepon
Nomer ¢ PP
Lampiran
Perihal Laperan Realisasi lzin Operasi Kepada
Anpkuban s ses s savssss s o s
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Di
Jakarta
LAPORAN REALJSASI ANGKUTAN ORANG
Nama Perusahi@an 1 ouuesseesssmmmmssmsssmmmss s s s ssnsss
Nomor Induk
Periisahaan
NATHA PHEGIEIT {8 e @i
Pernsahaan
Alamat Periisahaanl § i
T TANGGAL SEWA JUMLAH ONGKOS
NO KAPASITAS TUJUAN SEWA./
KENDARAAN :
i - e P PRP HARI
SEWA | DIANGKUT
PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN.
(Nama Jelas)
Tembusan :
L Gakermir PEORINGE wssaassmssasimeiasiiimig s
2. Kepala Dinas Perhobungan [ LLAJ Propmm
3, Kepala Dinas l’e:hubmngml/ LLAJ Kota / Kalmpaieﬂ

#) pilih yang sesuai
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CONTOH 1.i:

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

Nomor : JAKAPTA, wovviiiiiimmmissiimsmmmmisaimm
Lampiran
Petihal ¢ Penolakan Permohonan Izin Operasi Kepada
€ N
di-
1. Menunjuk surat permohonan Saudara NOmMOTr. ..o aRgEal.
peribial , bhersama ini disampaikan bahwa kami tidak

dapatmengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai

2. Demikian unfuk menjadikan 1nalkltim.

A.n DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Lalu Lintas dan Angkutran Jalan

Tembusan Yth, i

Menteri Perhubungan:

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan)
Sekretaris Jenderal Departenien Perhubungan;

[nspekiir Jenderal Departemen Perhubungan:

Gulberanr Propifisi...... i, [sesuai domisili perusahaan),

[l el S

www.peraturan.go.id
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CONTOH 1.j :

BENTUK EVALUASI KINERJA
PERUSAHAAN ANGKUTAN

Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administrarif dan Kondist Fisik Perusahaan (FU-01).

Nama Perusahaan

Nama Pemeriksa

FORM PU-01

Nomer Induk NIP Pemeriksa
Pernsahaan
Alamat Perusahaan Tanggal
Pemeriksaan
NO ASPEK HASIL PEMERIKSAAN KETERANGAN
A, ADMINISTRATIF ;
1. Izn Usaha Angkutan Nomor SK :
Masa Berlaku !
Pejabat yang menerbitkan -
2. Izin Trayek [ Operasi Angkutan Nomor SK
Masa Berlaku :

Pejabat yg menerbitkan ¢

Jumlah kend yangdiizinkan ;
B. | PRASARANA !
1. Kantor Luas (m2)
Kondisi ;

dan kondisirya :

Fasilitas / peralatan yangtersedia, jumlah

2. Pool Kendaraan

Luas (m2):

Kondisi ;

dan kondisinya ;

Fasilitas / peralatan yangtersedia, jumlah
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3. Bengkel kendaraan

Luas (m2):
Komndisi

Fasilitas | peralalan yangtersedia, jumlah

dan kondisinya ¢

SUMBER DAYA MANU SIA !

1. Bagianadministratit

Jumlah (orang) :
Pengalaran -

Pendidikan !

2. DBagian teknilc

Jumlah (orang) :
Pengalariran -

Pendidikan :

3, DBagianoperasional

Jumlah (orang) ;
Pengalaman :

Pendidikan i

4. Awak kendaraan

Jumlaly pengemudi (orang) :
Pengalaman :

Pendidikan !

Jumlah pembantu pengemudi [ kondektiu-

(orang) :
Pengalamar .

Pendidikan :

5. Sistem rekrutmen pegawal dan
awak kendaraan
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-118-
NO ASPEK HASIL PEMERIKSAAN EETERANGAN
o} KESELAMATAN
1, Pelatihan manajemen Nama pelatihan :
perusahaan:
Tanggal pelatihan i
Penyelenggara pelatihian *
Jumlah pegawai yangdiikutlan ;.
2. Pelatihan pengemudi Nama pelatihan
anglartan
Tanggal pelatihan :
Penyelenggara pelatihan ;
Jumlaly pegawai yangdiikutkan :
3. TRKecelakaan lalo lintas dumlah kejadian kecelakaan :
Tanggal kejadian kecelakaan ;
Jamlah kerban (MD, LB, LR):
Jumlal kerugian material -+
Pimpinan Perusaliaan, Pemeriksa,
[ suen)
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2. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratit dan Kondisi Fisik Kendaraan (PU-02).

Nama Perusahaan

Nama Pemeriksa:

FORM PU-02

Nomor Indik NIF Pemeriksa
Perusahaan:
Trayek Tanggal
Pemeriksaan
Kode Trayek
Lembar:.......ccoveed@llcc o
- [ NOMOR HABIS |
NO Km N‘L“glo“ KENMI;EAleAAN TAHUN | KAPASITAS KARTU MASA | KETERANGAN
PENGAWASAN | BERLAKU
Pimpinian Perusahaan. Pemeriksa.

www.peraturan.go.id



2017, No.516

-120-

3. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratit dan Kondisi Fisik Awak Kendaraan (PT)-03)

Nama Perusahaan

Nomor: Induk Perusaliaan

Jumlsh Pengemudi

Jumlah Pembantu

FORM PU-03

Nama Pemeriksa
NIF Femeriksa

Tanggal
Pemeriksaan

Pengemudi
Lembar. ciwin ana BN i ans
PENGALAMAN JUMLAH PELANGGARAN KETERANGAN
STATUS
No NAMA engemudi/ | oS | SBG. AWAR
Pengemudi/ | “ory | YENDARAAN | LALU LINTAS | PERUSAHAAN
Pembantu) {Tahun)
Pimpinian Perusahaan, Pemeriksa,
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CONTOH 1.k :

LAPORAN REKAPITULASI PERIZINAN ANGKUTAN

S
Lampiran PP RPTIIN
Perihal Laporairi Rekapitiilasi [zin Trayek Kepada

AngkutanAKDP /Kota /Perdesaan/sewa/ Taksi*)
Yth, DirekturJenderal Perliubungan Darat
., Direktitr Lalu Lintas dan Angkirtan

Jalan
cli-
Jakarta
1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan
I\ (o EANEEAL i tentang Penyelenggaraan: Angkutan Orang i

Jalan dengan Kendaraan Umimm, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi perizinan
angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP)/Kota/Perdesaan/Sewa/Takst. wuntuk
PrOPIsh. s IEEEAD UIAT o tahun2003,
sebagaimana terlampir;

2. Demikian kami laperkan untuk menjacli periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

RABUPATEN/ROTA .00uvisimnuisimmvnisimmiss e
st A A A S A S 2 )
Tembusan Yth. :
L. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perhubtuigan Prapinsiooww i it
3., Guberrur Prapinsi.... o s, (sesuai domisili perusahaan)
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REEAPITULASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
Untuk Anglkutan Sewa/Taksi

AKHIR MASA
KODE NAMA ALAMAT NAMA BERLAKU JUMLAH JENIS
PERUSAHAAN | PERUSAHAAN | PERUSAHAAN | PIMPINAN 1ZIN KENDARAAN | KENDARAAN
OPERASI
1708., PT. SUMUR JL.F, MASUD 00-05-2003 14 Toynta Kijang
TINGG] Natadivija, BATTIIK, SH
KM.9
Benglauilu
PO, TANJUNG .
1709, INDAH MUCHNIZAR | 28 12-2008 20 Mits, L 300
J1. Mayjen
SUTOYO; No.9
Tanal Pateh,
Bengkulu

................................ S S

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

KABUPATEN /KOTA
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CONTOH 1.k :
LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Nomar 5 e s s

DAGAEHFEI e s uiams amae s

Perihal :  Laporan Hasil Pengendalian dan Kepada

Pengawasan: Angkutar, .
Yth, Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Ca: Direktur Lalu Lintas dan Angkaitan
Jalan
di-
Jakarta
1. Dasar:
a. Keputusan Meriteri Perhubungan: ST £ =1 BTG S PODPO tentang

Penyelenggaraan Angkitan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
b, Keputusan Ditekrur Jenderal Perbubungan Darat No

tentang Penstapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Perbatasan Antdr Kota A_ntar
Propinsi;

2. Sehmbungan dengan butic 1 di atas, bersama ini kami laperkan temuan pelanggaran
sebagai berikut:

JENIS KLASIFTKASI

NO. | TANGGAL TEMUAN NAMA PO. PELANGGARAN | PELANGGA

3, Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Berita Acara temuan
pelanggaran terhadap sejumlah kendaraan tersebut di atas;

4. Demikian urntuk menjadi periksa.,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ

PROPINST / RABUPATEN / KOTA

Tembusan Yth, ;

1, Gubernur Propifisi. . 4
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CONTOH 2 :
FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN
BADAN HUKUM ANGKUTAN UMUM
NOMOR  :
NOMOR
TENTANG

PENGALIHAN KENDARAAN ATAS NAMA PRIBADI MENJADI KENDARAAN ATAS NAMA
BADAN HUKUM UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI KENDARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pada hari ini , tanggal _, bulan , tallun Dua Ribu Tujuh Belas
(_-_=12017), bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Pekerjaan ‘ :
Alamat
Nemor KTP / SIM
Telepon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi selaku pemilik sah kendaraan
roda 4 (empat); dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : Direktur/Pimpinan Badan Hukum
berdasarkan akta pendirian nomor....... dalam kedudiukan dan jabatan tersebut
bertindak untuk dan atas nama PT./Badan Hukum/Koperasi yang beralamat di
dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut juga PARA
PIHAR, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut;
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a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemilik kendaraan roda 4 (empat) yang akan
dipergunakan sebagai kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum
tidak dalam trayek;

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum yvang menyelenggarakan usaha
dibidang angkutan wmum;

¢. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan dalam rangka penyelenggaraan dan penyedia
kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK bersepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengalihan Kendaraan Atas Nama Pribadi
Menjadi Kendaraan Atas Nama Badan Hukum Untuk Dipergunakan Sebagai Kendaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum: Tidak Dalam Trayek, berdasarkan
prinsip saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakan perjanjian kerjasama ini sebagai landasan PARA PIHAK dalam
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam roang lingkup Perjanjian
Kerjasama ini.

(2) Perjanjian ini bertujuan untnk membangnn kemitraan yang saling menguntungkan
dalam rangka penyelenggaraan dan penyedia kendaraan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umnm tidak dalam trayek.

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa PARA PIHAK sepakat nntuk
menggunakan dan memantaatkan objek kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan
penyediaan kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotfor umum tidak
dalam trayek.

(2) Dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KESATU bersedia menyerahken Objek Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk
penyediaan kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermetor nmum tidak
dalam trayek.

(3

=

Objek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa kendaraan
dengan data Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

Nomot Registrasi

Nama Pemilik

Alamat

Merek

Type

Jenis

O R R
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7. Model :
8. Tahun Pembuatan :
9. Isi Silinder :
10. Nomeor Rangka

11. Nomor Mesin

12. Warna

13. Bahan Bakar

14. Warna TNKB

15. Tahun Registrasi

16. Nomor BPKB

17. Kode Lokasi

18. Berlaku Sampai

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama () tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU dalam perjanjian ini meliputi :
a. Mendapatkan keuntungan yang wajar berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atas
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,
b. Menerima objek kerjasama dari PIHAK KEDUA dengan atas nama PIHAK KESATU
setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini meliputi ;
a. PIHAK KESATU wajib menyerahkan Objek Kerjasama kepada PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
dan izin dari PIHAK KESATU;

b. PIHAK KESATU wajib menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen
yang benar dan sah kepada PIHAK KEDUA;

¢, PIHAK KESATU bersama-sama dengan PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab
terhadap segala hal yang berkaitan dengan perizinan, pajak, asuransi dan
kecelakaan;
d. Jika Objek Kerjasama berada di bawah penguasaan PIHAK PERTAMA, maka:
1. PIHAK KESATUwajib menyimpan Objek Kerjasama di tempat yang layak dan
aman;
2. PIHAK KESATU menghubungi PIHAK KEDUA untuk pengaturan perawatan
atan pemeriksaan Objek Kerjasama yang mengalami kerisakan;
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3. PIHAK KESATU dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan
kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan
asuransi,

4. PIHAK KESATU wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan
internal badan hukum/perusahaan dan peratoran perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Hak PIHAK KEDUA dalain perjanjian ini meliputi :

a. Mendapatkan keuntungan yang wajar berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atas
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;

b. Berhak menggunakan Objek Kerjasama selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama
dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini meliputi ;

a. PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya kerjasama wajib menyerahkan kembali Objek
Kerjasama tersebut dengan kondisi sesuai pada saat diterimanya Objek Kerjasama
kepada PIHAK KESATU.

b. PIHAK KEDUA hanya dapat mengoperasikan Objek Kerjasama sebagai angkutan
tidak dalam trayek dan dengan -alasan apapun tidak diperbolehkan
mengoperasikan, mengalihkan atau memberikan hak dalam hal ini atau
menjadikan Objek Kerjasama untuk kepentingan lain dan/atau sebagai agunan
kepada pihak lain.

¢; PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan/atau bekerjasama dengan bengkel yang
ditunjuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Objek Kerjasama selama
masa kerjasama.

d. PITHAK KEDUA bertanggung jawab atas peralihan/perubahan nama dalam STNK
dari perorangan menjadi atas pama badan hukum dan/atau berkewajiban
melakukan peralihan/perubahan nama dalam STNK dari badan hukum menjadi
atas nama PIHAK KESATU dalam hal perjanjian kerjasama telah berakhir.

e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan
bermotor PIHAK KESATU,

f. PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk
semula dari Objek Kerjasauna, menambah atan meniadakan perlengkapan orisinal
dari Objek Ketjasama. Apabila pada saat pengembalian Objek Kerjasama
ditemmikan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari
Oljek Kerjasama maka PIHAK KEDUA wajib merubah ke bentuk semula dari Objek
Kerjasama atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Objek Kerjasama.,
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g. PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK KESATU wajib bertanggung jawab
terhadap segala hal yang berkaitan dengan perizinan, pajak, asuransi dan
kecelakaan;

h. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menyimpan Objek Kerjasama di tempat
yang layak dan aman.

i. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan peraturan pertindang-undangan yang
berlaku.

Pasal 5
PEMBUBARAN BADAN HUKUM ATAU DINYATAKAN PAILIT

Dalam hal terjadi pembubaran badan hukum dan/atau badan hukum dinyatakan pailit
yang dijalankan oleh PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat bahwa kendaraan yang menjadi
objek kerjasama dalam perjanjian ini tetap merupakan milik PIHAK KESATU dan bukan
merupakan asset dari PIHAK KEDUA schingga tidak dapat dijual dan/atau diagunkan
untuk kepentingan PTHAK KEDUA.

Pasal 6
ASURANSI KENDARAAN

(1) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan Objek Kerjasama kepada perusahaan asuransi
yvang ditunjuk berdasarkan kesepakatan PARA PTHAK.

(2) Dalam hal teijadi kecelakaan atau kehilangan Objek Kerjasama, PARA PIHAK wajib
menyelesaikan secara bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan
mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
membawa hasil yvang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri .,......,..
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Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya Perjanjian
Kerjasama ini.

(2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan - keadaan:

a. Perang, penyerbuan, pemberontakan; revolusi, makar, hura-hura, perang saudara,
tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatan, gempa bumi, angina rebut, banjir
atan setiap kekuatan-keknatan alam yang tidak dapat dihindari dengan
pandangan kedepan dan kemampuan yang wajat dati pihak yang terkena peristiwa
tersebut;

b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang
terkeiia force majeure harus memberitahukan kepada piliak lainnya secara tertulis
paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure;

(4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Peljanjiah Kerjasama terjadi force inajeure
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pibak yang terkena force majeure harus
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka
waktu 7 (tujul) harisejak terjadinya force majeure.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA
PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
a. Telah berakhir jangka waktunya;
b. Salah satu pihak melemggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama ini; dan
c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Dalam hal pada tahab pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak
disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasania ini dapat diakliiri atas kehendak
satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat
7 (tujuhb) hari sebelum pengakhiran dilakukan.
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PASAL 10
ADDENDUM ATAU PERUBAHAN

(1) Hal-hal yang behim diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum sebelum Perjanjian
Kerjasama ini berakhir.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mermpakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 11
PENUTUP
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2

(dua) asl, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PTHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

............................................

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ted

BUDI KARYA SUMADI
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LAMPIRAN TV

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH 1

PERINGATAN PELANGGARAN IZIN TRAYEK/OPERASI ANGKUTAN

Nomor U mememecvemamee v s b e e
Lampiran
Perihal ¢ Peringatan atas Pelanggaran Kepada :
Izin Trayek/Operasi Angkutan Yth. Pimpinan Perusahaan
Di
(sesnai domisili perisahaan)

L. Berdasarkan laporan yang dlbd]]lpa.lk'dll oleh Dinas Perhubungan/LLAJ
Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan surat
DOTOT s wrasswvssranns tanggal oo, tentang pelanggaran yang
dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian armaca untuk
pelayanan yang berupa:

a. Jenis pelanggaran
b. Tanggal

¢. Nomor Kendaraan
d. Akibat pelanggaran

2, Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi
dengan ini kami berikan sanksi administratif berupa peringatan
Pertama/Kedua agar Sandara tidak melakukan perbuatan serupa di masa
yang akan datang. '

3. Demikian uiituk menjadi perhatian Saudara.

PEMBERI IZIN,
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CONTOH 2

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

KEPUTUSAN ..ccceeveeenneocnnenens
NOMOR : ..o TAHUN Locicus
TENTANG
PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
ANGRUTAN ..cccocimerrmmmsmmensonsess CHEERE N -
PT/KOPERASI ... .o v v

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Memnim bang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap
penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi
administrative berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laln Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nemor 260, Tambahan
Lembaran Negara 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2016
fentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan : Berita  Acara Hasil  Pemeriksaan  terhadap pelanggaran
penyelenggaraan angkutan arang oleh
PT/Koperasi........... NOMOL. ... tanggal... ..o eeriin v s

.......... Prie e B/ rie s e s s b pie s sen

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN cvesvaserenssernesrs TENTANG PEMBEKUAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PERTAMA :  Menjatuhkan sanksi administratif Kepada
PT/KOPERASL .cocconvveanvais v v berupa pembekuan izin
penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terhadap
sebagaian/selumh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.

www.peraturan.go.id



2017, No.516

-133-
KEDUA ¢ Masa berlakn pembekunan izin penyelenggaraan Angkutan Orang
Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal ..., Sampai
AENGAT LATIBEAL ... oo eeee s e e e e st e e s e v
KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas

Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan,
melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya
kepada Direktur Jenderal Perhnibuingan Darat.

KEEMPAT : Keputusan ini miulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal
PEMBERI 1ZIN,
(snessavsnvases sresssesevesrenses o)
Tembusan:
1. Menteri Perhubungan;

. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);

. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

. Gubernur Propinsi ,............. (sesuai domisili perusahaan);
. Bupati/Walikota.....v..ccovvinin (sesuai domisili perusahaan).

OV Lt s o BOE
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CONTOH 3

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

KEPUTUSAN ...cccrreeanecensensanessnaes
NOMOR : ...ccc.ocoviceinn, TAHUN i
TENTANG
PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM
TRAYEK
ANGCEUTAN .cosmummvnsassassssisscsmsasias
PT/ROPERASI ..........ccoovvv e vives

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang ;: bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap
penyelenggaraan angkutan orang sebagai mana diatur dalam Pasal 48
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan, diperlukan pembinaan yang berpa pengenaan sanksi
administrative berupa pencabutan izin: penyelenggaraan;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nonior 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan  (Lembaran Negara Talun 2014 Nomor 260,
TambahanLembaran Negara 5594);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja: Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan + Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran
penyelenggaraan angkitan orang oleh
PT/Koperasi:: u i o«NOMOT. i es v TANGEAL i1 ves cvivr ves ives siia sia cves o s
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN  .covcscansenssiisassenssiisissnnsss TENTANG PENCABUTAN

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PT/KOFPERASI

sessEsenEreEvensne chsaves CasEnsEvesE RS BrEsesErcEnsneen “resvensen resven CasEnsEvensue “resven “as

PERTAMA ¢ Menjatuhkan sanksi administratif Kepada
PT/KOPERASL .....oovviiriiiiiniiinn berupa pencabutan izin
penyelenggaraan  angkutan orang dalam  trayek terhadap
sebagaian/selimh frayek sebagaimana fersebit dalam lampiran
Keputusan ini.

www.peraturan.go.id
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KEDUA ¢ Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas
Kabupaten /Kota sesuai domisili perusahaan angkutan,
melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya
kepada Direktur Jenderal Perlnibiingan Darat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekelirvan dapat dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
PEMBERI IZIN

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;

2, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

4, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;,

5. Gubernur Propinsi ... .. .......(sesuai domisili perusahaan);
6. Bupati/Walikota................... (sesuai domisili perusahiaan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id





